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W A L I K O T A G O R O N T A L O 

P R O V I N S I G O R O N T A L O 

P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R 26 T A H U N 2025 

T E N T A N G 

P E R U B A H A N K E D U A A T A S P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R 8 T A H U N 2023 T E N T A N G T A M B A H / l N P E N G H A S I L A N A P A R A T U R 

S I P I L r ^ E G A R A D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A 

W A L I K O T A G O R O N T A L O , 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ])emenuhan program-program 

prioritas Wali Kota perlu dilakukan langkah-Iangkah 

penyesuaian kembali anggaran Tambahan Penghasilar 

Aparatur Sipil Negara; 

b. bahwa pelaksanaan realokasi anggaran berdampak padg 

besaran nilai Tambahan Penghasilan Aparatur Sipr 

Negara yang telah di atur dalam Peraturan Wsdi Kot£ 

Gorontalo Nomor 8 Tafcun 2023 Tentang Tambahar 

Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungail 

Pemerintah Kota Gorontalo sebgaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 

Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilian Aparatur 

Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negiira Republil: 

' Indonesia Teihun 1945; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuc: 
pada huruf a dan huruf ti, perlu menetapk^in Peraturan 
Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Ata^ 
Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 202:^ 
Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara D i 
Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo; 

KN
 

PER 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

Menimbang, 

Mengingat 

... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa dalam rangka pemenuhan program-program 

prioritas Wali Kota perlu dilakukan langkah-langkah 

penyesuaian kembali anggaran Tambahan Penghasilan 

Aparatur Sipil Negara, 

bahwa pelaksanaan realokasi anggaran berdampak pada 

besaran nilai Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil 

Negara yang telah di atur dalam Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan 

Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo sebgaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 

Tahun 2023 Tentang Tarnbahan Penghasilan Aparatur 

Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 

Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, 

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945,
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan L,embaran Negarei Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Noraor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengjm Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undiing Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Repululik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan daer ah (Lembaran Negjira Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 
Tentang Tambahan Pengheisilan Aparatur Sipil Negara Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah 
Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontrdo Nomor 5 
Tahun 2024 tentang Perub.ihan Atas Peraturan Wali Kota 
Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan 
Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo 
Tahun 2024 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN IVALl KOTA 

I 

GORONTALO NOMOR 8 TAHLIN 2023 TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA GORONTALO. 

Menetapkan : 
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Normmor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 

Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 5 

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan 

Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo(Berita Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2024 Nomor 5), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN  WALI KOTA GORONTALO TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA 

GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN 

PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO.
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Pasal 1 

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 

Tentang Tximbahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan l^eraturan Wali Kota Gorontalo 

Nomor 5 Tatiun 2024 tentang Perubahan Atas l^eraturan Wali Kota Gorontalo 

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara 

Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontaloi 

Tahun 202'̂ i Nomor 5), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) 

disisipl^an satu (1) ayat yakni ayat (4£i), sehingga berbumyi sebagai 

berikui;: 

Pasal 19 

(1) TPP dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya dan/atau tanggal yang ditentukan BUD terkait 
ketersediaan dana di Kas Daerah. 

(2) Apabila pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan bertepatan 
dengan hari libur, pembayaran TPP dilakukan pad£i hari kerja 
setelah hari libur. 

(3) Sediap Perangkat Daerah meny£Lmpaikan surat permintaan 

pembayaran ke Badan Keuangan Kota Gorotalo setelah dilakukan 

verifikasi dan validasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)i 

Perangkat Daerah masing-masing. 
I 

(4) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimalcsud pada 
ayat (3), dilengkapi dengan bukti print out rekapitulasi nilai 
produktivitas kerja dan rekapitulasi nilai disiplin yan^ 
dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Kota Gorontalo. 

(4a) Pembayaran TPP Bulan Desembe;r, paling cepat dibayarkan 

tanggal 26 (dua puluh enam) bulan berkenaan. 

(5) Fcirmat dokumen pendukung pembayaran TPP tercantum dalam 

Lampiran 111 dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 

Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo 

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo 

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara 

Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2024! Nomor 5), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) 

disisipkan satu (1) ayat yakni ayat (Ya), sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(Ya) 

(S) 

Pasal 19 

TPP dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya dan/atau tanggal yang ditentukan BUD terkait 

ketersediaan dana di Kas Daerah. 

Apabila pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan bertepatan 

dengan hari libur, pembayaran TPP dilakukan pada hari kerja 

setelah hari libur. 

Setiap Perangkat Daerah menyampaikan surat permintaan 

pembayaran ke Badan Keuangan Kota Gorotalo setelah dilakukan 

verifikasi dan validasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 

Perangkat Daerah masing-masing. 

Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), dilengkapi dengan bukti print out rekapitulasi nilai 

produktivitas kerja dan rekapitulasi nilai disiplin yang 

dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Gorontalo. 

Pembayaran TPP Bulan Desember, paling cepat dibayarkan 

tanggal 26 (dua puluh enam) bulan berkenaan. 

Format dokumen pendukung pembayaran TPP tercantum dalam 

Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
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Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 22 

(1) P(;rangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) bar 

k(;rja, pengaturan jam kerja sebagai berikut : 

a. masuk pukul 08.00 Wita, dan 

b. pulang pukul 16.00 Wita berlaku untuk hari senin, hari selasa, 
hari rabu dan hari kamis. 

c. pulang pukul 16.30 Wita xmtuk hari jumat. 

(2) Perangkat Daerah /unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari 
kerja, pengaturan jam kerja sebagai berikut : 

a. masuk pukul 08.00 Wita. 

b. pulang pukul 15.30 Wita berlaka untuk hari senin, hari selasa, 

hari rabu dan hari kamis 

c. pulang pukul 11.30 Wita untuk hari jumat, dan 

d. pulang pukul 14.30 Wita untuk hari sabtu. 

(3) Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan sbif kerja, dapat 
menyampaikan jadwal sbif ke Badan Kepegawaian Pen didikan dan 
Pelatihan Kota Gorontalo untuk disesuaikan dengan mesin daftai 
badir elektronik perangkat daerah/unit kerja terkait. 

Ketentuan Lampiran 1 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 
Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara D^ 
Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Koi:a Gorontalcj 
Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wal^ 
Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturanj 
Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang TambabarJ 
Pengbxisilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota 
Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 5), diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisabkan dari Peraturan Wali Kota ini. | Penang 

| Dargaa 

2, 

4 

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 22 

(1) Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari 

kerja, pengaturan jam kerja sebagai berikut : 

a. masuk pukul 08.00 Wita, dan 

b. pulang pukul 16.00 Wita berlaku untuk hari senin, hari selasa, 

hari rabu dan hari kamis. 

Cc. pulang pukul 16.30 Wita untuk hari jumat. 

(2) Perangkat Daerah /unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari 

kerja, pengaturan jam kerja sebagai berikut : 

a. masuk pukul 08.00 Wita. 

b. pulang pukul 15.30 Wita berlaku untuk hari senin, hari selasa, 

hari rabu dan hari kamis 

Cc. pulang pukul 11.30 Wita untuk hari jumat, dan 

d. pulang pukul 14.30 Wita untuk hari sabtu. 

(3) Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan shif kerja, dapat 

menyampaikan jadwal shif ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Gorontalo untuk disesuaikan dengan mesin daftar 

hadir elektronik perangkat daerah/unit kerja terkait. 

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 

Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 

Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan 

Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 5), diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku 

surut sejak tanggal 1 September 2025. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintabkan pengundangjin Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Elerita Daerab Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 6 Oktober 2025 

ADHAN DAMBEA 

Diundangkan Gorontalo 

pada tanggal Oktober 2025 

SEKRETAEIIS m E R A H KOTA GORONTALO, 

BERITA DA12RAH KOTA GORONTALO TAHUN 202:5 NOMOR 36 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku 

surut sejak tanggal 1 September 2025. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 6 Oktober 2025 

(kwaui KOTA GORONTALO, 

ADHAN DAMBEA 

Diundangkan Gorontalo 

6 Oktober 2025 

ara H KOTA GORONTALO, 

pada tanggal 

SEKRETAKIS 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 26



1 

LAMPIRAN I 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOI /IOip6"'AHUN2025 
TE^ TANG 
PEliUBAHAM KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR 
NEQARA DI LINGKUNGAN PEME RINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT DAERAH 

S I P L 

NO U N I T K E R J A S U B U N I T K E R J A J A B A T A N K E L A S HAR6A rpp 

1 S E K E R T A R I A T D A E R A H S E K E R T A R I A T D A E R A H P I M P I N A N T I N G G I I S Rp 23,4 48,003 

2 S E K E R T A R I A T D A E R A H S E K E R T A R I A T D A E R A H P I M P I N A N T I N G G I 14 Rp 12,732,403 

3 S E K E R I A R I A T D A E R A H S E K E R T A R I A T D A E R A H P I M P I N A N T I N G G I 13 Rp 9,046,316 

4 S E K E R 1 A R I A T D A E R A H B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E N G A D A A N B A R A N G D A N J A S A A D M I N I S T R A S I - Administrator 12 Rp 9,212,921 

5 S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N H U K U M A D M I N I S T R A S I - Administrator 12 Rp 8,571,038 

6 S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N U M U M A D M I N I S T R A S I - Administrator 12 Rp 8,5 71,038 

7 S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N P E M E R I N T A H A N A D M I N I S T R A S I - Administrator 12 Rp 8,4 20,006 

8 S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N K E S E J A H T E R A A N R A K Y A T A D M I N I S T R A S I - Administrator 12 Rp 8,420,006 

9 S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N O R G A N I S A S I A D M I N I S T R A S I - Administrator 12 Rp 8,420,006 

1( S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E M B A N G U N A N A D M I N I S T R A S I - Administrator 12 Rp 
1 1 

8,420,006 

i : S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N P R O T O K O L D A N K O M U N I K A S I P I M P I N A N A D M I N I S T R A S I - Administrator 12 Rp 8,420,006 

i ; S E K E R " A R I A T D A E R A H B A G I A N P E R E K O N O M I A N D A N S U M B E R DAYA A L A M A D M I N I S T R A S I - Administrator 12 Rp 8,4 20,006 

i ; S E K E R - A R I A T D A E R A H B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E N G A D A A N B A R A N G D A N J A S A A D M I N I S T R A S I - Pengawas 9 Rp 5,; 76,748 

1' S E K E R " " A R I A T D A E R A H B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E N G A D A A N B A R A N G D A N J A S A F U N G S I O N A L - Penyetaraan 9 Rp 5,376,748 

i ; S E K E R ' A R I A T D A E R A H B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E N G A D A A N B A R A N G D A N J A S A F U N G S I O N A L 9 Rp 76,748 

i( S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N P R O T O K O L D A N K O M U N I K A S I P I M P I N A N A D M I N I S T R A S I - Pengawas 9 Rp 4,( 125,824 

i : S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N H U K U M F U N G S I O N A L - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

i« S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N U M U M F U N G S I O N A L - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

i< S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N P E M E R I N T A H A N F U N G S I O N A L - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

2( S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N K E S D A H T E R A A N R A K Y A T F U N G S I O N A L - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

2 S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N O R G A N I S A S I F U N G S I O N A L - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

2: S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E M B A N G U N A N F U N G S I O N A L - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

2: 1 S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N P R O T O K O L D A N K O M U N I K A S I P I M P I N A N F U N G S I O N A L - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

2i 1 S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N P E R E K O N O M I A N D A N S U M B E R DAYA A L A M F U N G S I O N A L - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

2! S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E N G A D A A N B A R A N G D A N J A S A F U N G S I O N A L 8 Rp 5,376,403 

2( 1 S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E N G A D A A N B A R A N G D A N J A S A F U N G S I O N A L - Penyetaraan 8 Rp 5,038,381 

2- S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N P R O T O K O L D A N K O M U N I K A S I P I M P I N A N FUNGSIONAL-Penyetaraan 8 Rp 3,983,836 

2) ! S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N H U K U M F U N G S I O N A L - Penyetaraan 8 Rp 3,983,836 

2! 1 S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E N G A D A A N B A R A N G D A N J A S A A D M I N I S T R A S I - Pelaksana 7 Rp 5,376,179 

3 ) S E K E R T A R I A T D A E R A H B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E N G A D A A N B A R A N G D A N J A S A A D M I N I S T R A S I - Pelaksana 7 Rp 3,744,373 

LAMPIRAN I 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOP 6 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT DAERAH 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1| ISEKERTARIAT DAERAH SEKERTARIAT DAERAH PIMPINAN TINGGI 15 Rp 23,448,003 

2| ISEKERTARIAT DAERAH SEKERTARIAT DAERAH PIMPINAN TINGGI 14 (Rp  12,732,403 

3| ISEKERTARIAT DAERAH SEKERTARIAT DAERAH PIMPINAN TINGGI 13 (Rp 9,046,316 

4| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Administrator 12 (Rp 9,212,921 

5| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI - Administrator 12 (Rp 8,571,038 

6| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN UMUM ADMINISTRASI - Administrator 12 | Rp 8,571,038 

7| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI - Administrator 12 |Rp 8,420,006 

8| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI - Administrator 12 | Rp 8,420,006 

9| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI ADMINISTRASI - Administrator 12 (Rp 8,420,006 

10 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI - Administrator 12 |Rp adombbs 

11 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ADMINISTRASI - Administrator 12 |Rp 8,420,006 

12 |SEKER“ARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ADMINISTRASI - Administrator 12 |Rp 8,420,006 

13 ISEKER“ARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 5,376,748 

14 ISEKER ARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 5,376,748 

15 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA FUNGSIONAL 9 Rp 5,376,748 

16 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 IRp 4,025,824 

17 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

18 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN UMUM FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

19 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9g Rp 4,025,824 

20 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

21 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

22 |ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

23 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 IRp 4,025,824 

24 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,025,824 

25 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA FUNGSIONAL 8 IRp 5,376,403 

26 (SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 IRp 5,038,381 

27 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,983,836 

28 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,983,836 

29 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pelaksana 7 IRp 5,376,179 

30 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pelaksana - Rp 3,744,373 

/



29 SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,7 

30 SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,7 
— r — 
)6,177 

31 SEKERTARIAT DAERAH 
^1_I^L-IA< T I ll#T I A^rTl- i UT I 1 

BAGIAN UMUM ADMINISTRASI - Pelaksana 7 RD 1 706 177 

32 SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rn 1 706 177 

33 SEKERTARIAT DAERAH 
^ L - l^k 1 1 1 T I 1 I#T 1 # %l_ I »#Tf 1 

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rn 1 706 177 r\fj X, 1 \j\f, X1 1 

34 SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,706,177 

35 SEKERTARIAT DAFRAH 
IXL_ 1 \ 1 r^l Al^^ 1 L.'/Tt_ 1 1 

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,706,177 

36 SEKERTARIAT DAERAH 
l>^ 1 A 1 I T I AIrT 1 Lp'fT^ 1 *#TI 1 

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,706,177 

37 SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp l,7p6,177 

38 SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,6 05,068 

39 SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,6 05,068 

40 SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN UMUM ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,6]0S,068 

41 SEKERT ARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,6 05,068 

42 SEKERTARIAf DAERAH 
1A 1 n i Airr i A. 'TA— I I / T I I 

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI - Pefabana 6 Ftp i,€ 05,068 

43 SEKERTARIAT DAERAH 
I ^ L i \ 1 I T I t I IT 1 1 . ' 11— 1 **Ti 1 

BAGIAN ORGANISASI ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,605,068 

44 SEKERT ARIAT DAERAH 
l^k 1 1 r rTI ̂  IfT 1 U f̂TL> 1 I I T I i 

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,605,068 

4S SEKERT ARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,6 05,068 

4( SEKERT ARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ADMINISTRASI • Pelaksana 6 Rp 1,6 05,068 

47 SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,6 »00,622 

4J SEKERT ARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,600,622 

4< SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN UMUM ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,600,622 

5( SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,6 K)0,622 

5; SEKER -̂ARIAT DAFRAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI - Pelaksana 
' 11—' iviirvT^.#ii ir^^.pi 1 t lorx̂ jo i lu 

5 Rp 1,6 0G,6P 

5; 'sFKFR"ARIAT DAFRAH BAGIAN ORGANISASI ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,6 00,622 

5; SFKFR"ARIAT DAFRAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI - Pelaksana 
iviiivi^ 1 1 r C I CIV JO i ic 

5 Rp 1,600,622 

5i SEKER 'ARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,6 00,622 

5; SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,6 100,622 

5( SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,?11,018 

5; SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1, 211,018 

5j ( SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN UMUM ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1„ tlljOlS 

5< ) SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

6( ) SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1, •11,018 

6: SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1, !11,018 

6: _ SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1, ?11,018 

29| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,706,177 

30| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,706,177 

31| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN UMUM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,706,177 

32| (SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,706,177 

33 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,706,177 

34| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,706,177 

35| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,706,177 

36| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,706,177 

37| ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,706,177 

38 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,605,068 

39 (SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,605,068 

40 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN UMUM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,605,068 

41 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,605,068 

42 (SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,605,068 

43 (SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,605,068 

44 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,605,068 

49 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,605,068 

46 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,605,068 

47 |(SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,600,622 

49 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,600,622 

49 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN UMUM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,600,622 

50 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,600,622 

51 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,600,622 

52 (SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1idolde2 

53 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,600,622 

54 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,600,622 

54 (SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,600,622 

56 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,211,018 

57 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,211,018 

58 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN UMUM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,211,018 

59 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,211,018 

60 |SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,211,018 

61 ISEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,211,018 

62 (SEKERTARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,211,018 



63 SEKERTARIAT DAERAH 3AGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,2U,018 

64 SEKÎ RTARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

ADHAN DAMBEA 

63 SEKIZRTARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,211,018 

SEKI:RTARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,211,018 

(| KOTA GORONTALO 

Pj 
ADHAN DAMBEA 



LAMPIRAN I.I 
PER/iTURAN WALI KOT,\ GORONTALO 
NOMOR 2 6 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASIi^N APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERIMTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT DPRD 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 SEKERTARIAT DPRO PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,008 

2 SEKERTARIAT DPRU ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,801,632 

3 SEKERTARIAT DPRU ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,059,237 

4 SEKERTARIAT DPRU FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,059,237 

5 SEKERTARIAT DPRU ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,050,688 

6 SEKERTARIAT DPRU FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,050,688 

7 SEKERTARIAT DPRU ADMINISTRASI Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

8 SEKERTARIAT DPRU ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,863 

9 SEKERTARIAT DPRU ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,692 

10 SEKERTARIAT DPRU ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

^ WALI KOTA GORONTALO, 

LAMPIRAN I.I 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NONIOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT DPRD 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 |SEKERTARIAT DPRD) PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,008 

2 ISEKERTARIAT DPRI) ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,801,632 

3 ISEKERTARIAT DPRD ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,059,237 

4 ISEKERTARIAT DPRD FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,059,237 

5 ISEKERTARIAT DPRI) ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,050,688 

6 ISEKERTARIAT DPRD FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,050,688 

7 ISEKERTARIAT DPRI) ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

8 ISEKERTARIAT DPRI) ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,863 

9 ISEKERTARIAT DPRI) ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,692 

10 |SEKERTARIAT DPRD) ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

(Gw KOTA corona, 
AA 

Pad 

Pe 
ADHAN DAMBEA 

| Le



LAMPIRAN 1.2 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGH/S.SILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMEFIINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAÎ  PELATIHAN 

KG UNIT KERJA J/VBATAN KELAS HARGA TPP 

1 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 13,160,52. 

2 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI Administrator 12 Rp 6,449,04. 

3 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL 11 Rp 4,371,72' 

« BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,042,65. 

5 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL 9 Rp 4,316,06. 

6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL - ^enyetaraan 9 Rp 4,316,06. 

7 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 4,316,06 i 

8 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL 9 Rp 4,316,06, 

9 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL 8 Rp 2,616,713 

:to BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 2,504,480 

: i i BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 
p-

2,149,15^ 
:i2 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 2,149,15^ 

:i3 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 2,041,89^ 

:i4 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

LAMPIRAN I.2 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 T:NTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

No UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 IBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 13,160,525 

2 IBADAN KEPEGAIWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 6,449,045 

3 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL 11 Rp 4,371,727 

4 IBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,042,652 

5 IBADAN KEPEGA'WAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL 9 Rp 4,316,065 

6 IBADAN KEPEGA'WAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL - ?enyetaraan 9 Rp 4,316,065 

7 IBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 4,316,065 

8 IBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL 9 Rp 4,316,065 

9 IBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL 8 Rp 2,616,713 

10 IBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 2,504,480 

11 IBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 2,149,159 

12 IBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 2,149,159 

13 IBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 2,041,898 

14 (BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

hun KOTA GORONTALO, 

al in 

Lag DAMBEA 



LAMPIRAN 1.3 
PERATURAN WAL KOTA GORONTALO 
NOMOR? 6 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PE^/IERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN KEUANGGAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGATPP 

1 BADAN KELIANGAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 13,626,828 

2 BADAN KELIANGAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 6,720,902 

3 BADAN KELIANGAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,399,373 

4 BADAN KELIANGAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 4,779,920 

5 BADAN KELIANGAN FUNGSIONAL-Penyetaraan 9 Rp 4,779,920 

6 BADAN KELIANGAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,638,554 

7 BADAN KELIANGAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 2,604,182 

8 BADAN KELIANGAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 2,176,364 

9 BADAN KELIANGAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 2,041,898 

LAMPIRAN 1.3 

PERATURAN WAL KOTA GORONTALO 

NOMOR26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDIJA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN KEUANGGAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 |BADAN KELANGAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 13,626,828 

2 (BADAN KELANGAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 6,720,902 

3 (BADAN KELANGAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,399,373 

4 IBADAN KEUANGAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 4,779,920 

5 BADAN KELIANGAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,779,920 

6 BADAN KELIANGAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,638,554 

7 IBADAN KELANGAN ADMINISTRASI - Pelaksana F4 Rp 2,604,182 

8 |BADAN KELANGAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 2,176,364 

9 |IBADAN KELANGAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 2,041,893 

1 WALI KOTA 5SORONTALO, 

Pi 

me 

ADHAN DAMBEA



LAMPIRAN 1.4 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26"'''HUN2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KE[)UA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN PERENCANAAN.PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGATPP 

1 
BADAN PERENCANAAN.PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH 

PIMPINAN TINGGI 14 Rp 13,626,828 

2 
BADAN PERENCANAAN.PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp /~ f" fx*v/̂  

6,569,870 

3 BADAN PERENCANAAN.PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,188,610 

4 BADAN PERENCANAAN.PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,071,844 

5 
BADAN PERENCANAAN.PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH ADMINISTRASI Pengawas 9 On 

Rp 
4,3/3,4y4 

6 
BADAN PERENCANAAN.PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,317,598 

7 
BADAN PERENCANAAN.PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH ADMINISTRASI Pengawas 8 Rp 4,317,598 

8 
BADAN PERENCANAAN.PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Pp 4,317,598 

9 
BADAN PERENCANAAN.PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH ADMINISTRASI Pelaksana 7 Pp 2,520,132 

10 
BADAN PERENCANAAN.PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH ADMINISTRASI • Pelaksana 6 Pp 2,149,159 

11 
BADAN PERENCANAAN.PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH ADMINISTRASI Pelaksana 5 Pp 2,041,898 

•WALI KOTA GORONTALO, 

ADHAM DAMBEA 

LAMPIRAN 1.4 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

| 
NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 13,626,828 

DAERAH 

N | 2 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 6,569,870 | 

DAERAH 

3 BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,188,610 

DAERAH 

N 4 BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAI ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,071,844 

DAERAH 

5 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 4,373,494 

DAERAH 

6 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 4,317,598 

DAERAH 

7 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI - Pengawas g Rp 4,317,598 

DAERAH 

N 8 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 4,317,598 

DAERAH 

N 9 BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGA, ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 2,520,132 

DAERAH 

MBANGAN 10 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANG ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 2,149,159 

DAERAH 

| 
1 Ma NCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 2,041,898 | 

WALI KOTA GORONTALO, 

ADHAM DAMBEA



LAMPIRAN 1.5 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
MOMOR 2 6 TAHUN 2025 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDLA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

1IMIT IfFD 1A 1 ARAl AlU JMDA1 HIM IfFI AC 
KbLAb 

HARGA TPP 

X rxIMAC ĈOCKEIM IPM llf A K I I7AK1 DFKIfATATAKI C I D I I 

UIMAb AbrtiMuUDUKAN UAN rbNLAIAlAiM oirIL 
DlhVlDIMAM TIM/~f*~l 
rliVlrllMAlM lllMool 

1 A 

14 
Rp 10,818,009 

Z niMAC ^FDFKiMI IHI ilf AM DAM DrMrATATAM CIDII 
UIINAb AbrbNUUUUICAlN UAM KbNLA 1A1 AIM alrlL 

A^^yllMICTDACI A H m i n i c t r t i t i - x r 1 7 

Iz 
Rp 5,327,635 

7 O niMAC ^FDFMf l̂ ini IVAM HAM DCMTATATAW CIDII 
UIIMAb AbrtiMlJUUUNAIM UAIM rblMLAIAIAiM bIrIL 

Â >̂1IMICTD ACI A,'IIYtinic'^r's4•/^r 

AuiviiiMibi KMbi - MijrniniSLraior 
1 1 Hp H,AO\J,2.7f\J 

4 niNA*; KFPFNfMinill^AN nAN PFNrATATAN ÎPII AnMINI^TRA^il - Pfanaawa? 
r A L / l V I 1 1 v l O 1 r X r A i J I r ( . 1 I K C 3 W c l 3 

q Rp 3,043,334 

5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,S82 

7 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,S82 

8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI - PiHaksana 7 Rp 1,697,724 

9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,S77,864 

10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI - PiHaksana S Rp 1,S33,693 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.5 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDLA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,635 

3 JDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,290 

4 IDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 IDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 IDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 IDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

8 (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL” JADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

9 IDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

10 (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

(om KOTA GORONTAL 

— 

ADHAN DAMBEA 



1 

LAMPIRAN 1.6 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PER JBAHAN KEDUA /XTAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS 1 • a n ^ a " m n 

l-IARGA TPP 

1 • AnAkl l/CCATIIAhl •AM/~CA r\AM DOI ITI^ 
BADAN KEb/̂ .TUAN BANObA DAN rULIIIK 

HIiVlriNAN 1 INuol 1 A 

2 BADAN KEbfilUAN BANobA DAN HCJLU IK, AnhyilMICTDACI A H m iriic-l-i'TxI-f-xi-AUIVllNIb 1 KAbi - Aamiriistrator 12 Kpi b,oz/,bJo 

0 RAHAM F̂Q/ Tl lAM RAMf̂ CA HAM DOi ITIIf tiMUMIM iVCbAilUMIM DMIMObM UMIM rL/LI MA. AHMINICTR AC! Arlminictratnr 11 Rn A 9cn 7np; 

4 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ADMINISTRASI - Pengavyras 9 Rp 3,043,334 

5 BADAN KES/iTUAN BANGSA DAN POLITIK FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 BADAN KES/vTUAN BANGSA DAN POLITIK FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

7 BADAN KES/tTUAN BANGSA DAN POLITIK ADMINISTRASI-Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

8 BADAN KES/UUAN BANGSA DAN POLITIK ADMINISTRASI-Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

9 BADAN KES/tTUAN BANGSA DAN POLITIK ADMINISTRASI-Pelaksana S Rp 1,533,693 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.6 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERJBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

pa UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PIMPINAN TINGGI 14 Rr 10,818,009 

2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp: 5,327,636 

3 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,306 

4 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK FUNGSIONAL - Penyetaraan 3) Rp 3,043,334 

6 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

Ti BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

(dmn KOTA GORONTALO, 

an aan 

ADHAN DAMBEA 



LAMPIRAN 1.7 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 2 6 "I AHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHLN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PERHUBUNGAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGATPP 

1 DINAS PERHUBUNGAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Admlristrator 12 Rp 5,384,273 

3 DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Admir istrator 11 Rp 4,489,662 

4 DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Admir istrator 11 Rp 4,437,117 

5 DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

6 DINAS PERHUBUNGAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

7 DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,S82 

8 DINAS PERHUBUNGAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,S82 

9 DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

10 DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Pelaks ana 6 Rp 1,S77,864 

11 DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Pelaks ana S Rp 1,S33,693 

LAMPIRAN 1.7 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHLN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PERHUBUNGAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 DINAS PERHUBUNGAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 |DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,384,273 

3 IDINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Admir istrator 11 Rp 4,489,662 

4 IDINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Admir.-istrator 11 Rp 4,437,117 

5 IDINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

6 DINAS PERHUBUNGAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

7 (DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

8 (DINAS PERHUBUNGAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

9 |IDINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

10 IDINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

11 (DINAS PERHUBUNGAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

( WALI KOTA GORONTALO, 

a Ml 

era



1 

LAMPIRAN 1.8 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 2 6 T A H U N 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KECUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI • Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI • Administrator 11 Rp 4,250,290 

4 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN FUNGSIONAL 11 Rp 3,514,663 

5 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

6 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

7 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

8 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

9 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

10 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

11 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

^ WALI KOTA GORONTALoj 

LAMPIRAN I.8 

PERATURAN WAI.I KOTA GORONTALO 

NOMOR 26TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PEN'SHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 IDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 IbINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,290 

4 (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN FUNGSIONAL 11 Rp 3,514,663 | 

5 (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

6 (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 | 

7 (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

| 

8 |DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 | 

9 (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

10 (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

11 (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

( WALI KOTA GORONTALO, 

aa | 
an 

&-XOHAN DAMBEA



LAMPIRAN 1.9 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

D I N A S P E N G E N D A L I A N P E N D U D U K , K E L U A R G A B E R E N C A N A , P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N DA N P E R L I N D U N G A M 

A N A K 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 DP2KBP3A PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,00 

2 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,63 > 

3 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,29 I) 

4 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,33 i 

5 DP2KBP3A FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,33 \ 

6 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,58 I 

7 DP2KBP3A FUNGSIONAL-Penyetaraan 8 Rp 3,028,58 2 

8 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,72 » 

9 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,86 A 

10 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,69 3 

WALI KOTAGDRONTALOj 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.9 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KED'JA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PENGENLIALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBI:!RDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 DP2KBP3A PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,290 

4 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 DP2KBP3A FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp apaan 

6 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 DP2KBP3A FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

8 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,72a 

9 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1577864 

10 DP2KBP3A ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,695 

| 

(pp KOTA GORONTALO, 

GA 
ADHAN DAMBEA 



lAMPlRAN 1.10 

\ ERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
r i O M O R 2 6 TAHUN 2025 
TENTANG 
i ERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MAS YARAKAT 

IMw UNIT kFRIA 5IIR UNIT ifPRIA 9WD Uni 1 ACIVIH 1ARATAIM J HDM 1 MIX If Fl AC IVCLH3 HARGA TPP 1 

1 
DIMAS SOSIAL DAN 
Del IDCOn A V A A M AAACVADA^AT 
rtr/lBERUAYAAN MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN 
Dei>IDeDnA V A A M A A ACV A D A 1/AX 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 
DIMAS SOSIAL DAN 
DCI ADCDD A V A A Kl K A A C X / A D A ^ A T 

rcMBLRUAYAAN MAbYARAKAl 

DINAS SOSIAL DAN 
DCIADCDnAVA A Al AAACVADA^AT 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAI 

ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,384,27 3 

3 
DIMAS SOSIAL DAN 
n r * i 4 r v f n r N A \ / A A A I A A A r ' v / A n A i / A ^ 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN 
r\r A AVwrsrE A\i A A %.\ A A A r*w A n A i/ a ^ 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,489,66 I 

4 
DIMAS SOSIAL DAN 
n r " ! A n r r i r v A v / A A A I A A A r v / A n A i y A - r -

PElyiBERDAYAAN MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN 
n r ~ A A n i ~ n r \ A V / A A A i A A A r\i A n A A - r 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,332,027 

5 
DIMAS SOSIAL DAN 
OeiADCDrxAVAAAl AAACX/ADAITAT 
HEI^IBERDAYAAN MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN 
oeiiiDeDn A V A A hi K A A C V A D A I / A X PEMBERDAYAAN MASYARAKAI 

ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,33 A 

6 
DIMAS SOSIAL DAN 
DCI .IDCDnAVA A M AAACVADA^AT 
PEMBERIJAYAAN MASYARAKAI 

DINAS SOSIAL DAN 
DClL>IDCDn AV A A M h A A CV A D A 1̂  AT 
rhMDbKuAYAAN M A O Y A K A K A I 

FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,33 A 

7 
DIMAS SOSIAL DAN 
n n i i n m n A V / A A a i A A A ^ v / A R A t / A T ' 

PEI/IBERDAYAAN MASYARAKAT 
UPTD ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,33 A 

8 
DIMAS SOSIAL DAN 

• ji n V* n A X I A J X A I A A A F * x F A n A A 

PElyiBERDAYAAN MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,58 2 

9 
DIMAS SOSIAL DAN 

A A n ^ F% Av A % # A A A I A A A / ^ V ^ A Ax A IF A 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN 
ft A rx ^ Fx Fx ftXfft ftfti A A f t F ^ X y f t F X A i y * ^F 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,58 2 

10 
DIMAS SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

UPTD ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,58 I 

11 
DIMAS SOSIAL DAN 
PElyiBERDAYAAN MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,72 \ 

12 
DIMAS SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,86 I 

13 
DIMAS SOSIAL DAN 
PElyiBERDAYAAN MASYARAKAT 

UPTD ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,8& 

14 
DIMAS SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,69 

^ WALI KOTA GORONTALO^ 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.10 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTAN'S 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

No UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

' PMS MAS aki Aa ui mia BNN bae 

: PREMAN MAN AAN PEMIRESAAAN KS TARAKAT 2 wani Sa NN 

4 (eetnbeRoAvAAN MASYARAKAT IpemBerDAyaAN Masyanarar JAOMINSTRASI-Adminstrator |. 11 (mp 4832027 

5 pemeaDaTAN MASYARAKAT Mean pa Mesanaen “lks mi ? Rp 3049,33h 

5 PEN DENDA SAK MASYARAKAT UPTD ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

10 Kena Manan asyararat (UPTD ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

Aa PEINEEROMATAAN MAKS YAAKAT Aianyanaterati SEN PLAN EA PAKSA si bis Ls 

13 MEN ON Na asvarakar (UPTD ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

() WALI KOTA GORONTALO 

Pena 

CA —— 0 “—  — 

ADHAN DAMBEA 



LAMPIRAN 1.11 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 2 6 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PENDIDIKAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 DINAS PENDIDIKAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 11,396,026 

2 DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,384,272 

3 DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,904,181 

4 DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,437,116 

5 DINAS PENDIDIKAN FUNGSIONAL 11 Rp 2,503,467 

6 DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,224,899 

7 DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,180,723 

8 DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

9 DINAS PENDIDIKAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,180,723 

10 DINAS PENDIDIKAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

11 DINAS PENDIDIKAN FUNGSIONAL 9 Rp 2,127,285 

12 DINAS PENDIDIKAN FUNGSIONAL 8 Rp 2,023,874 

13 DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

14 DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,863 

IS DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,692 

16 DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

WALI KOTA GiDRONTALO, 

ADHAN D4MBEA 

LAMPIRAN I.11 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PENDIDIKAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (DINAS PENDIDIKAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 11,396,026 

2 IDINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,384,272 

3 (DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,904,181 

4 |DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,437,116 

5 IDINAS PENDIDIKAN FUNGSIONAL 11 Rp 2,503,467 

6 |DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,224,899 

7 |DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,180,723 

8 |DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

9 IDINAS PENDIDIKAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,180,723 

| 10 (DINAS PENDIDIKAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

11 |DINAS PENDIDIKAN FUNGSIONAL 9 Rp 2,127,285 

12 (DINAS PENDIDIKAN FUNGSIONAL 8 Rp 2,023,874 

13 (DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

14 (DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,863 

15 (DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,692 

| 16 (DINAS PENDIDIKAN ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

(9 WALI KOTA GIDRONTALO, 

P5 
- 

as 

ADHAN DAMBEA 



lAMPIRAN 1.12 

P E R A T U R A N WALI K O T A G O R O N T A L O 

n o m o r ^ t a h u n 2025 

•entang 

perubahan kedua a t a s p e r a t u r a n w a l i k o t a g o r o n t a l o n o m o r 8 t a h l i n 2023 t e n t a n g t a m b a h a n penghas i lan 

/yparat i j r s ip i l n e g a r a [)l l i n g k u n g a n pemer in tah k o t a g o r o n t a l o 

DINAS K E S E H A T A N 

N O U N I T K E R J A S U B U N I T K E R J A J A B A T A N 
# F X A ^ F X 1 F ^ l « 

K E L A S H A R G A T P P 

1 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN PIMPINAN TINGGI 14 D F X 11 OQC r\'i~j 

Rp 11,396,027 

2 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 
r Vi/1 VxJ>Fli.Fl VrxU 

14 D F X C n i c o 7 o Kp fa,U/b,o29 

3 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT OTANAHA ADMINISTRASI - Administrator 12 D F X C >I 77 i 7 A 
Rp 5,437,134 

4 DI NAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Administrator 
nL/lVI11V l>F 1 rXrAJI rAU 1 1 III IISvl O A\Ji 

1 2 
J . X 

D F X C 70y1 777 
Rp 5,384,273 

5 DIINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 1 2 
J . X 

D F X 7 C7>1 7CC 
Rp 3,624,756 

5 DIINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA FUNGSIONAL J.X 
D F X 7 d A 7CC 
Rp 3,624,756 

7 DIINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Administrator 
^ L F I V I 1 1 A I.F 1 I \ F A « F I F A X J 1 Ilii 1131 ,1 Q L C F I 

] 1 Rp 4,839,960 

7 DIINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA ADMINISTRASI - Administrator 
rAL/IVI 1 I V l>F 1 r\rA>Fl /AU1IIIIII31I O I X F I 

1 1 
J . X 

Dn O AAA CfXO 

Rp 3,444,603 

g DIINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Administrator 
F A L F I V I IIV I > F 1 r\FAJI rAU illllll3LIQ LUI 

11 Dn Jl C~IX AfVl 

Rp 4,676,407 

9 UlNAb KtocHATAN FUNGSIONAL 
1 \F 1 VUxFlxy 1 vrAi_ 

11 Dn 3 J1JIJI Xt\A 
Kp 3,444,b04 

10 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA FUNGSIONAL 
• X F 1 V V F X F < X ^ 1 vrxk 

J 1 Dn O A A A 

Rp 3,444,503 

11 DINAS KESEHATAN F X l A I A F * I F ^ F e ^ . i f t ^ F A A I 

DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 
1 \J 1 VxJ^IXF 1V/AL 

10 fx "X F 'FX'* n ^ F X 

Rp 2,691,570 

12 Fx 1 1. 1 A ^ ty F* ^ ^ 1 1 A ^ F A A I 

DINAS KESEHATAN 
FX I I A A A I I F ^ A I F 1^" I I A A I I A A FX A ^ FX A l l F X ^ F A A 1 A 1 1 A 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA 
PI iNr;cinMAi i n ix '\ yf\A m F X 

Rp 2,691,570 

13 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINM^TRA^I - Ppn0;iu/^c 
rAlFilvlll V1.) 1 r\r\jl rCli^aWaa 

a J 
FX -x A n n "tAA 
Rp 3,180,723 

14 
X*t 

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINMxTRA^I - Ppnoau/ac <o 
J 

FX .X FX A "X 'X 'X A 

Rp 3,043,334 

X J DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA AnMINM^TRACi . Ppnaauuac FX 'X FX A 'X 'X 'X A 

Rp 3,043,334 

16 
X\J 

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN PllNP;c:|nNAI - PpnuPtaraan '1 Rp 3,180,726 

17 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL - Penvetaraan 
r xF 1V \J aFiv/iVrAL rci iyc KO I Q O I I 

9 Rp 3,043,334 

18 
xo 

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN PI INGSIONAI 
rUlVVJJÎ /IVrAL 

q 
.7 Rp 2,657,230 

19 
X J 

DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA FUNGSIONAL 
rwivvjjiv/ivrAL 

9 Rp 2,657,230 

xu DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN AnMINI<:TRASI - Ppnoauuac rAL/IVIIivlx> 1 nMOl rClIKdWds •3 Rp 3,028,582 

•)1 
X X 

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN PI IMf^QiriMAI Ppnwptaraan rUlvVJjK^ivML - rciiycldiddn <3 Rp 3,028,582 

X X DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN PI IMr:Qlf1MAl <3 
<7 Rp 2,627,4{ !6 

23 x o DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA PlINGSinNA! rvlvVjjlv/lv/AL )3 Rp 2,627,48 i6 

24 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

25 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

26 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 7 Rp 2,426,214 

27 DItJAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA FUNGSIONAL 7 Rp 2,426,214 

28 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pelaksana (3 
— t — 

Rp 1,577,864 

MPIRAN 1.12 
ERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
OMOR& TAHUN 2025 
ENTANG 
ERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
PARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

| DINAS KESEHATAN 

No UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS | HARGA TPP 

(1 | DINAS KESEHATAN |DINAS KESEHATAN PIMPINAN TINGGI 14 IRp 11,396,027 

| 2 | DINAS KESEHATAN (DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 14 IRp 6,076,829 

3 | DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT OTANAHA ADMINISTRASI - Administrator 12 |Rp 5,437,134 

4 | DINAS KESEHATAN |DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Administrator 12 IRp 5,384,273 

5 | DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 12 I|Rp 3,624,756 

6 | DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA— (FUNGSIONAL 12 |Rp 3,624,756 

7 | DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Administrator 11 IRp 4,839,960 

7 | DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA— JADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 3,444,603 

8 | DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Administrator 11 (Rp 4,676,407 

9 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 11 |Rp 3,444,604 

10 | DINAS KESEHATAN IRuman SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA— IFUNGSIONAL 11 |Rp 3,444,603 

11 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 10 |Rp 2,691,570 

12 | DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA— (FUNGSIONAL 10 |Rp 2,691,570 

13 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pengawas 3 Rp 3,180,723 

14 | DINAS KESEHATAN |DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pengawas Pe) Rp 3,043,334 

15 | DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA— JADMINISTRASI - Pengawas 3 Rp 3,043,334 

16 | DINAS KESEHATAN (DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,180,726 

17 | DINAS KESEHATAN (DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

18 | DINAS KESEHATAN |DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 9 Rp 2,657,230 

19 | DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA (FUNGSIONAL 3 Rp 2,657,230 

20 | DINAS KESEHATAN |DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pengawas 3 Rp 3,028,582 

21 | DINAS KESEHATAN |DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 3 Rp 3,028,582 

(22 | DINAS KESEHATAN (DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 8 Rp 2,627,486 

2 DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA— (FUNGSIONAL 3 Rp 2,627,486 

ba DINAS KESEHATAN (DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pelaksana Fi Rp 1,697,724 

25 | DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA— JADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

26 | DINAS KESEHATAN |DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL Fi Rp 2,426,214 

27 | DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA (FUNGSIONAL 1 Rp 2,426,214 

28 | DINAS KESEHATAN |DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 



2!) DINAS KESEHAT/yN DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL (> Rp 1,822,705 

30 DINAS KESEHAT/iN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA FUNGSIONAL 6 Rp 1,822,705 

31 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA ADMINISTRASI - Pelaksana (i Rp 1,577,864 

32 DINAS KESEHAT/.N PUSKESMAS KOTA UTARA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp l,S77,a( i4i 

33 DINAS KESEHAT4,N PUSKESMAS KOTA TENGAH ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp l,577,a( 54 

34 DINAS KESEHAT/!,N PUSKESMAS KOTA SELATAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

3;. DINAS KESEHAT4,N PUSKESMAS DUNGINGI ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

3(i DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SIPATANA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

3V DINAS KESEHATA N PUSKESMAS HULONTHALANGI ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

38i DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DUMBO RAYA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

351 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 6. Rp 1,822,705 

4CI DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA FUNGSIONAL 6i Rp 1,822,7( )5 

4] DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pelaksana Rp 1,S33,6E )3 

42 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA ADMINISTRASI - Pelaksana c Rp 1,533,693 

43 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA TIMUR ADMINISTRASI - Pelaksana c Rp 1,533,693 

44 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA UTARA ADMINISTRASI - Pelaksana C Rp 1,533,693 

45 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA BARAT ADMINISTRASI - Pelaksana C Rp 1,533,693 

46 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA TENGAH ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,6! )3 

47 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA SELATAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,6 73 

48 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PILOLODAA ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

49 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DUNGINGI ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

50 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SIPATANA ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

51 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HULONTHALANGI ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,6^3 

52 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA UTARA ADMINISTRASI - Pelaksana 4 Rp 1,531,559 

53 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DUNGINGI ADMINISTRASI - Pelaksana 4 
— 

Rp 1,531,559 

54 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SIPATANA ADMINISTRASI - Pelaksana 4 Rp 1,531,559 

55 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pelaksana 4 Rp 1,531,5 S9 

56 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,0 L8 

57 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,0 18 

ClI WALI KOTA GORONTALoJ^ 

ADHAN DAMBEA 

29 | DINAS KESEHATAN (DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 6 Rp 1,822,705 

30 | DINAS KESEHATAN IRUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA FUNGSICINAL 6 Rp 1,822,705 

31 | DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

32 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KOTA UTARA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

38 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KOTA TENGAH ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

34 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KOTA SELATAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 577264 

35 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS DUNGINGI ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

36 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS SIPATANA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

1 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS HULONTHALANGI ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

38 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS DUMBO RAYA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

35 | DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN FUNGSIONAL 6 Rp 1,822,705 

40 | DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA FUNGSIONAL 6 Rp 1,822,705 

41 | Dinas KESEHATAN (DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pelaksana £ Rp Jana 

42 | DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA ADMINISTRASI - Pelaksana £ Rp 1,533,693 

42 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KOTA TIMUR ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

44. | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KOTA UTARA ADMINISTRASI - Pelaksana £ Rp 1,533,693 

45 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KOTA BARAT ADMINISTRASI - Pelaksana s Rp 1,533,693 

46 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KOTA TENGAH ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

47 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KOTA SELATAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp L53n.cbs 

48 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS PILOLODAA ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

49 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS DUNGINGI ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

50 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS SIPATANA ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

51 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS HULONTHALANGI ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

52 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KOTA UTARA ADMINISTRASI - Pelaksana 4 Rp 1,531,559 

53 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS DUNGINGI ADMINISTRASI - Pelaksana 4 Rp 1,531,559 

54 | DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS SIPATANA ADMINISTRASI - Pelaksana 4 Rp 1,531,559 

55 | DINAS KESEHATAN TDINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pelaksana 4 Rp 1,531,559 

56 | DINAS KESEHATAN (DINAS KESEHATAN ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

57 | DINAS KESEHATAN |(RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

(hwaunora soo. 

Pa 
ADHAN DAMBEA 

Pe 



Li\MPIRANI.13 
PERATUFtAN WALI KOTA GORONTALO 
FOMORf'6TAHUN2025 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
A PARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

D I N A S P E K E R J A A N U M U M D A N P E N A T A R U A N G 

NO U N I T K E R J A J A B A T A N K E L A S H A R G A T P P 

1 DIMAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PIMPINAN TINGGI 14 Rp 11,540,02 6 

2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,400, lajo 

3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,904,181 

4 DIMAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,38 14 

5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,58 2 

5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,180,72 3 

6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,58 2 

7 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,72 4 

8 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,88 3 

9 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,692 

10 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pe aksana 3 Rp 1,211,018 

^ ^ W A U J i C f f A ^ O R O N T A l ^ 

ADHAN DAMBEA 

Kebera 1.13 
ERATUFAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR? 6TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PIMPINAN TINGGI 14 Rp  11,540,026 

2 (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,400,130 

3 IDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,904,181 

4 IDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

5 IDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

5 (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,180,723 

6 JDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

8 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,863 

9 IDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,692 

10 (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

(Pas Near” L 

Pn 
ADHAN DAMBEA 



LAMPIRAN 1.14 
PERATLIRAN WALI KOTA SORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
FENTAMG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TEiNTANG 
TAMBAHAN PENGHASIIA.N APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGATPP 

1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,01 )8 

2 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,6 16 

3 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,2 )0 

4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,3 14 

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN FUNGSION/tL- Penyetaraan 9 Rp 3,043,3 14 

6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,5 12 

7 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN FUNGSION/a - Penyetaraan 8 Rp 3,028,5 12 

8 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,7 !4 

9 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,8 i3 

10 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,6 12 

Q V/ALI KOTA G O R O N m O ^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.14 

PERATURAN WALI KOTA SORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
.- 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,008 

2 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,290 

4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

8 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

9 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,863 

10 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,692 

1 

Pan 

VALI KOTA GORONTAL 

vA 
an 

ADHAN DAMBEA 

—— 



LAMPIRAN 1.15 

PEFIATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEFIUBAHAN KEDU/i ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

S A T U A N POLIS I P A M O N G P R A J A 

N O U N I T K E R J A J A B A T A N K E L A S H A R G A T P P 

1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,008 

2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,358,706 

3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,378,733 

4 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL 11 Rp 4,378,733 

5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI-Pengav/as 9 Rp 3,180,723 

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pengavi/as 9 Rp 3,158,634 

7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,158,634 

8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL 9 Rp 2,716,867 

9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pengav/as 8 Rp 3,089,070 

1(1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL - Penyeta "aan 8 Rp 3,089,071 

11. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL 8 Rp 2,591,979 

12 SATUAN POLISI PAMONG PRAIA FUNGSIONAL 7 Rp 2,106,893 

13 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,815,747 

14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,605,068 

I S SATUAN POLISI PAMONG PRAIA FUNGSIONAL 6 Rp 1,877,114 

I f i SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,692 

17 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL 5 Rp 1,555,268 

18 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

^ WALI KOT/t 

ADHAN DAMBEA 

GORONTALi J N T A L o L ^ 

LAMPIRAN 1.15 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,008 

2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,358,706 

3 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,378,733 

4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL 11 Rp 4,378,733 

5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,180,723 

6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,158,634 

7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,158,634 

8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL 9 Rp 2,716,867 

9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,089,070 

10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,089,071 

11. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL 8 Rp 2,591,979 

2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL 7 Rp 2,106,893 

3 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,815,747 

14 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,605,068 

15 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL 6 Rp 1,877,114 

16 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,692 

7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FUNGSIONAL 5 Rp 1,555,268 

18 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

N WALI KOTA GORONTALO! 

AD 
ADHAN DAMBEA 



LAMPIRAN 1.16 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 6 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUtJ 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGATPP 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PIMPINAN TINGGI 14 Rn " P 10 S IR 009 

-» BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - /sdmlnistrator 12 Rd 5,327,636 

3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,290 

4 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

10 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN I.16 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 IBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 IBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,290 

# |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 IBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JFUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

8 IBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (ADMINISTRASI - Pelaksana Y Rp 1,697,724 

9 IBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ADMINISTRASI - Felaksana Rp 1,533,693 

(was KOTA GORONTALO, 

Dl 
ADHAN DAMBEA 



L\MPIRAN 1.17 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
^OMOR2 6rAHUN 202!; 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM 

^ 0 UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPfi 

1 DINAS TENAGA KE RJA, KOPERASI DAN UKM PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 DINAS TENAGA KE RJA, KOPERASI DAN UKM ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 DINAS TENAGA KE RJA, KOPERASI DAN UKM ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,2!^0 

4 DINAS TENAGA KE RJA, KOPERASI DAN UKM ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,043,334 

5 D I N A S T E N A G A KE:RJA, K O P E R A S I D A N UKM FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 DINAS TENAGA KEiRJA, KOPERASI DAN UKM FUNGSIONAL 9 Rp 2,657,671 

7 D I N A S T E N A G A KE;RJA, K O P E R A S I D A N UKM A D M I N I S T R A S I - Pengawas 8 Rp 3,028,5?2 

8 DINAS TENAGA KEiRJA, KOPERASI DAN UKM FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

9 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM FUNGSIONAL 8 Rp 2,523,806 

10 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

11 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

12 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

:WALI KOTAGOFIONTALO 

ADHAN DAMBEA 

MPIRAN 1.17 

ERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

OMOR 2 ETAHUN 2025 

ENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN 

PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM (PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 |IDINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM JADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 (DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM JADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,290 

4 IDINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM JADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,043,334 

5 IDINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM (FUNGSIONAL - Penyetaraan ) Rp 3,043,334 

6 IDINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM (FUNGSIONAL 9 Rp 2,657,671 

7 IDINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM JADMINISTRASI - Fengawas 8 Rp 3,028,582 

8 (DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM (FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

9 IDINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM IFUNGSIONAL 8 Rp 2,523,806 

10 IDINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM JADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

11 (DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM JADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

12 IDINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM JADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

(pa KOTA GORONTALO 

Pee 

“2 kn 

ADHAN DAMBEA 

r 



LAMPIRAN 1.18 

PERATURAN W/iLI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

D I N A S P A N G A N 

N O U N I T K E R J A J A B A T A N K E L A S H A R G A TPP 

1 DINAS PANGAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 DINAS PANGAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 DINAS PANGAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,2:30,290 

4 DINAS PANGAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,043,334 

5 DINAS PANGAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 DINAS PAMGAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,582 

7 DINAS PAMGAN FUNGSIONAL PENYETARAAN 8 Rp 3,028,582 

8 DINAS PANGAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

9 DINAS PANGAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

10 DINAS PANGAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.18 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 256 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PANGAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (DINAS PANGAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,8:18,009 

2 (DINAS PANGAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 IDINAS PANGAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,290 

4 (DINAS PANGAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,043,334 

5 IDINAS PANGAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 DINAS PANGAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,582 

7 DINAS PANGAN FUNGSIONAL PENYETARAAN 8 Rp 3,028,582 

8 IDINAS PANGAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

9 IDINAS PANGAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

10 IDINAS PANGAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

(h WALI KOTA como 

£ 

———— 
ADHAN DAMBEA



LAMPIRAN 1.19 j 

P E R A T U R A N WALI KOTA GORONTALO j 

NOMOR 26 TAHUN 2 0 2 5 

T E N T A N G 

P E R U B A H A N KEDUA ATAS P E R A T U R A N W A L I KOTA NOMOR 8 TAHUN 2 0 2 3 T E N T A N G 

T A M B A H A N PE NGHASILAN A P A R A T U R SIPIL NEGARA DI L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALC 

D I N A S L I N G K U N G A N H I D U P 

UNIT KTRIA HARGA T P P 

1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 rX I K I A F * 1 lA y^ IF 1 1 A 1 F^ A A I i l l FX 1 1 rX 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
A fx A A 1 A 1 I F^^^fX A F * t A l * ' a - a_ 

ADMINISTRASI - Administrator 1 1 Rp 4,495,500 

4 
px i A i A # x • ^x a y 1 a A 1 ^x A A a aaa f x a a px 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Administrator 1 1 Rp 4,250,290 

5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,043,334 

6 r x i k 1 A f* • 1A 1 /** IF 1 1 A1 A A I i l l r x i 1 n 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
m 1 A 1 F^ F* 1 FX A 1 A 1 n .X . . . . 1 . . . 

FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

7 DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP FUNGSIONAL-Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI-Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI-Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

1 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI-Pelaksana S Rp 1,533,693 

12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.15! 

PERATURAN W'ALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALC 
| 

| 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 
| 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 IDINAS LINGKUNGAN HIDUP PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 IDINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Adrninistrator 12 Rp 5,327,636 

3 IDINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Adrninistrator 11 Rp 4,495,500 

4 IDINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Adrninistrator 11 Rp 4,250,290 | 

5 IDINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,043,334 | 

6 IDINAS LINGKUNGAN HIDUP FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 | 

7 IDINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

8 IDINAS LINGKUNGAN HIDUP FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 | 

9 IDINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

10 (DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

11 (DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

12 (DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

1 WALI KOTA GORONTALO,,k- 

LA 
Pk 

ADHAN DAMBEA 

mi



LAM' IRAN 1.20 

PERATURAN WALI KCTA GORONTALO 

NOMOR 2 6 T A H U M 2025 

TENTANG 

PERLIBAHAN KEDUA /\TAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN i 023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS K O M U N I K A S I I N F O R M A T I K A D A N P E R S A N D I A N 

N O U N I T K E R J A J jABATAN K E L A S H A R G A T P 

1 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,( D09 

2 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327, 536 

3 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250, !90 

4 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

8 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

9 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

10 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533, 593 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.20 

PERATURAN WALI KCTA GORONTALO 

NOMOR 26TAHUN 2025 

TENTANG 

PERLIBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN z023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN (PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 |IDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 IDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,290 

4 IDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN JADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

8 (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN JADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

9 (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN JADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

10 (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

(9 WALI KOTA GORONTA.O, 

PN LA 
ADHAN DAMBEA 



LAMPIRjXN 1.21 

F E R A T U R A N W A L I KOTA G O R O N T A L O 

nOMOR 26 T A H U N 2C25 

T E N T A N G 

F ERUBAHAN KEDUA ATA.S PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASIb\N APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

D I N A S P E N A N A M A N M O D A L DAN P E L A Y A N A N T E R P A D U S A T U P I N T U 

N O U N I T K E R J A J A B A T A N K E L A S H A R G A T P P 

1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Sy ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S ADMINISTRASI - Administrator 11 ^ 
Rp 4,250,291 

4 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S> FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S/ ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

9 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU St ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,{ 564 

10 DINAS PENANAMAN! MODAL DAN PELAYANAN TERPADU St ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533, 393 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.21 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S4PIMPINAN TINSGI 14 Rp 10,818,009 

2 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S4ADMINISTRASI - Administrator 1 Rp 5,327,636 

3 |IDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S4ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,291 

4 |IDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S/AADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 IDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S/FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 IDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S/ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 IDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S/FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

8 IDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S/ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

9 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S/ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

10 IDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S/ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

1 WALI KOTA GORONTALO, 

Pa” Mu 

ADHAN DAMBEA 



lAMPIRAN 1.22 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 6 TAHUN 2025 

•"ENTAMG 

PERUBA.HAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

• AMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS K E L A U T A N , P E R I K A N A N D A N PERT/LNIAN 

N O U N I T K E R J A J A B A T A N K E L A S H A R G A T P P 

1 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,291 

4 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN FUNGSIONAL 11 Rp 3,514,663 

5 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN ADMINISTRASI-Pengawas 9 Rp 3,043,334 

6 DINAS KELAUTAN, FERIKANAN DAN PERTANIAN FUNGSIONAL - Penyetciraan 9 Rp 3,043,334 

7 DINAS KELAUTAN, FERIKANAN DAN PERTANIAN FUNGSIONAL 9 Rp 2,657,671 

8 D NAS KELAUTAN, F ERIKANAN DAN PERTANIAN ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

9 D NAS KELAUTAN, FERIKANAN DAN PERTANIAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

10 D NAS KELAUTAN, FERIKANAN DAN PERTANIAN FUNGSIONAL 8 Rp 2,523,806 

11 DINAS KELAUTAN, F'ERIKANAN DAN PERTANIAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

12 DINAS KELAUTAN, F'ERIKANAN DAN PERTANIAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

13 DINAS KELAUTAN, F'ERIKANAN DAN PERTANIAN FUNGSIONAL 6 Rp 2,176,364 

14 DINAS KELAUTAN, F'ERIKANAN DAN PERTANIAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

15 DINAS KELAUTAN, F'ERIKANAN DAN PERTANIAN ADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

^ WALI KOTA GORONTALO, 

ADHAN DAMBEA 

L 

: 

F 

|AMPIRAN 1.22 

ERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

OMOF: 26 TAHUN 20125 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,318,009 

2 IDINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN JADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 IDINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN JADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,291 

4 |DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN FUNGSIONAL 11 Rp 3,514,663 

5 IDINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN JADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

6 (DINAS KELAUTAN, FERIKANAN DAN PERTANIAN JFUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

7 IDINAS KELAUTAN, FERIKANAN DAN PERTANIAN FUNGSIONAL 9 Rp 2,657,671 

8 (DINAS KELAUTAN, FERIKANAN DAN PERTANIAN JADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

9 ID NAS KELAUTAN, FERIKANAN DAN PERTANIAN |FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

10 JDINAS KELAUTAN, FERIKANAN DAN PERTANIAN (FUNGSIONAL 8 Rp 2,523,806 

11 (DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN JADMINISTRASI - Pelaksana P/ Rp 1,697,724 

12 IDINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN JADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

13 (DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN FUNGSIONAL 6 Rp 2,176,364 

14 IDINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN JADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

15 (DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN JADMINISTRASI - Pelaksana 3 Rp 1,211,018 

1 WALI KOTA GORONTALO 

SN— 
ADHAN DAMBEA 



lAMPIRAN 1.23 

•ERATU RAN WALI KOTA GORONTALO 

JOMOFt 26 TAHUN 2025 

• 'ENTANG 

>ERUBAHAN KEDUA AT/VS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

• "AMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPF 

1 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,291 

4 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 D NAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 D NAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRAS - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 D NAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,682 

8 D NAS PARIWISATA, KEPEMUD/VAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRAS - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

9 DINAS PARIWISATA. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRAS - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

10 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRAS - Pelaksana 5 Rp 1,533, 693 

^ WALI KOTA GORONTALO, 

^^^^^ ~^ ^ , 

ADHAN DAMBEA 

JAMPIRAN 1.23 
ERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

AR ok Naa 
ADHAN DAMBEA 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 |DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PIMPINAN TINGGI 14 Rp  10,8183,009 

2 |DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,327,636 

3 IDINAS PARIWISATA. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,250,291 

4 |IDINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

5 IDINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

6 IDINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRAS! - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

7 |D NAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

8 IDINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRAS - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

9 |IDINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

10 IDINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

/ WALI KOTA GORONTALO, 

Se aa 



LAMPIRAN 1.24 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

NO UNIT KERJA JAB/kTAN KELAS HARGATPP 

1 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,00 9 

2 DINAS PER DAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,384,27 3 

3 DINAS PER DAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,489,66 1 

4 DINAS PER DAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,332,027 

5 DINAS PEF;DAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,33 4 

6 DINAS PEFIDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,33 4 

7 DINAS PEFIDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN FUNGSIONAL 9 Rp 2,657,67 1 

8 DINAS PEFtDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

9 DINAS PEFSDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

10 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

11 DINAS PEFtDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

12 DINAS PEFtDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,69 3 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.24 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 IDINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN (PIMPINAN TINGGI 14 Rp 10,818,009 

2 IDINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 5,384,273 

3 IDINAS PEEDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |JADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,489,661 

4 IDINAS PEEDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 4,332,027 

5 IDINAS PEEDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN (ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,043,334 

6 IDINAS PEEDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |FUNGSIONAL - Penyetaraan 9 Rp 3,043,334 

7 IDINAS PEEDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN (FUNGSIONAL 9 Rp 2,657,671 

8 |IDINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI - Pengawas 8 Rp 3,028,582 

9 IDINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN (FUNGSIONAL - Penyetaraan 8 Rp 3,028,582 

10 IDINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

11 |DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

12 |DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN JADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

1 WALI KOTA GORONTALC 

A— 
ADHAN DAMBEA



LAMPIRAN l.2!3 

PERATURAN V/ALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 6 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 T/VHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALC 

INSPEKTORAT 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 INSPEKTORAT PIMPINAN TINGGI 14 Rp 13,837,281 

2 INSPEKTCtRAT ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 6,569,870 

3 INSPEKTORAT ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,188,610 

4 INSPEKTCiRAT FUNGSIONAL 11 Rp 4,371,727 

5 INSPEKTCtRAT ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,140,964 

6 INSPEKTORAT FUNGSIONAL 9 Rp 3,406,024 

7 INSPEKTCtRAT FUNGSIONAL 8 Rp 3,124,577 

8 INSPEKTORAT ADMINISTRASI - Pelaksana 7 Rp 1,697,724 

9 INSPEKTORAT FUNGSIONAL 7 Rp 2,520,133 

10 INSPEKTORAT ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

11 INSPEKTORAT ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.25 

PERATURAN W/ALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PINGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALC 

INSPEKTORAT 

NO UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 IINSPEKTORAT PIMPINAN TINGGI 14 Rp 13,837,281 

2 IINSPEKTORAT ADMINISTRASI - Administrator 12 Rp 6,569,870 

3 IINSPEKTORAT ADMINISTRASI - Administrator 11 Rp 6,188,610 

4 1INSPEKTCIRAT FUNGSIONAL 11 Rp 4,371,727 

5 JINSPEKTORAT ADMINISTRASI - Pengawas 9 Rp 3,140,964 

6 JINSPEKTORAT FUNGSIONAL 9 Rp 3,406,024 

7 IINSPEKTCIRAT FUNGSIONAL 8 Rp 3,124,577 

8 |INSPEKTORAT ADMINISTRASI - Pelaksaria 7 Rp 1,697,724 

9 |INSPEKTCIRAT FUNGSIONAL 7 Rp 2,520,133 

10 IINSPEKTORAT ADMINISTRASI - Pelaksana 6 Rp 1,577,864 

11 |INSPEKTORAT ADMINISTRASI - Pelaksana 5 Rp 1,533,693 

P WALI KOTA GORONTALO, 

PARE 
ADHAN DAMBEA



LVMPIRAN 1.26 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOir6TAHUN2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

K E C A M A T A N SIPATANA 

110 UNIT KERJA S U B UNIT KERJA JABATAN KEUVS H A R G A T P P 

KECAMATAN SIPATANA KECAMATAN SIPATANA PIMPINAN TIMGGJ 12 Rp 7,853,638 

KECAMATAN SIPATANA KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,663 

KECAMATAN SIPATANA KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASI - PENGAWAS Rp 2,791,968 

KECAMATAN SIPATANA KELURAHAN BULOTADAATIMUR ADMINISTRASI - PENGAWAS Rp 3,476,7( 7 

KECAMATAN SIPATAN A KELURAHAN BULOTADAA BARAT ADMINISTRASI - PENGAWAS Rp 3,476,707 

KECAMATAN SIPATAMA KELURAHAN TANGGIKIKI ADMINISTRAS I - PENGAWAS Rp 3,476,707 

KECAMATAN SIPATAMA KELURAHAN TAPA ADMINISTRASI - PENGAWAS Rp 3,476,707 

KECAMATAN SIPATAMA KELURAHAN MOLOSIPAT U ADMINISTRAS I - PENGAWAS Rp 3,476,707 

KECAMATAN SIPATAMA KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASI - PENGAWAS Rp 3,028,582 

10 KECAMATAN SIPATANA KELURAHAN BULOTADAATIMUR ADMINISTRAS.I - PENGAWAS Rp 2,503,213 

11 KECAMATAN SIPATAMA KELURAHAN BULOTADAA BARAT ADMINISTRAS.I - PENGAWAS Rp 2,503,213 

12 KECAMATAN SIPATANA KELURAHAN TANGGIKIKI ADMINISTRASil - PENGAWAS Rp 2,503,213 

13 KECAMATAN SIPATAMA KELURAHAN TAPA ADMINISTRASil - PENGAWAS Rp 2,503,213 

14 KECAMATAN SIPATANA KELURAHAN MOLOSIPAT U ADMINISTRASI - PENGAWAS Rp 2,503,213 

15 KECAMATAN SIPATANA KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASI - PELAKSANA Rp 1,697,724 

16 KECAMATAN SIPATAMA KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASil - PELAKSANA Rp 1,577,864 

17 KECAMATAN SIPATAMA KELURAHAN BULOTADAATIMUR ADMINISTRASI - PELAKSANA Rp 1,577,864 

18 KECAMATAN SIPATANA KELURAHAN BULOTADAA BARAT ADMINISTRASI - PELAKSANA Rp 1,577,864 

19 KECAMATAN SIPATANA KELURAHAN TANGGIKIKI ADMINISTRASil - PELAKSANA Rp 1,577,864 

20 KE(AMATAN SIPATANA KELURAHAN TAPA ADMINISTRASil - PELAKSANA Rp 1,577,864 

21 KE(AMATAN SIPATANA KELURAHAN MOLOSIPAT U ADMINISTRASil - PELAKSANA Rp 1,577,864 

22 KECAMATAN SIPATANA KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASil - PELAKSANA Rp 1,533,6^3 

23 KECAMATAN SIPATANA KELURAHAN BULOTADAATIMUR ADMINISTRASil - PELAKSANA Rp 1,533,693 

24 KECJVMATAN SIPATANA KELURAHAN BULOTADAA BARAT ADMINISTRASil - PELAKSANA Rp 1,533,693 

25 KECJVMATAN SIPATANA KELURAHAN TANGGIKIKI ADMINISTRASil - PELAKSANA Rp 1,533,693 

26 KECAMATAN SIPATANA KELURAHAN TAPA ADMINISTRASI - PELAKSANA Rp 1,533,693 

27 KE'bVMATAN SIPATANA KELURAHAN MOLOSIPAT U ADMINISTRASI - PELAKSANA Rp 1,533,693 

^ W A L I KOTA GORONTALC^ 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.26 

NOMOR 6 TAHUN 2025 
TENTANG 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN SIPATANA 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (KECAMATAN SIPATANA (KECAMATAN SIPATANA PIMPINAN TINGG) 12 Rp 7,853,638 

2 |IKECAMATAN SIPATANA (KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,663 

3 IKECAMATAN SIPATANA (KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,968 

4 KECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN BULOTADAA TIMUR | ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

5 IKECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN BULOTADAA BARAT — JADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

6 IKECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN TANGGIKIKI ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

7 IKECAMATAN SIPATANA KELURAHAN TAPA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

8 IKECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN MOLOSIPAT U ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

9 IKECAMATAN SIPATANA (KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,582 

10 IKECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN BULOTADAA TIMUR JADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

11 IKECAMATAN SIPATANA |KELURAHAN BULOTADAA BARAT — JADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

12 (KECAMATAN SIPATANA |KELURAHAN TANGGIKIKI ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

13 IKECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN TAPA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

14 KECAMATAN SIPATANA |KELURAHAN MOLOSIPAT U ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

15 (KECAMATAN SIPATANA | KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

16 (KECAMATAN SIPATANA (KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

17 KECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN BULOTADAA TIMUR |JADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

18 (KECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN BULOTADAA BARAT — JADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

19 (KECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN TANGGIKIKI ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

20 (KECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN TAPA ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

21 (KECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN MOLOSIPAT U ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

22 |KECAMATAN SIPATANA (KECAMATAN SIPATANA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

23 (KECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN BULOTADAA TIMUR JADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

24 (KECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN BULOTADAA BARAT — |ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

25 (KECAMATAN SIPATANA (KELURAHAN TANGGIKIKI ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

26 |KEZAMATAN SIPATANA KELURAHAN TAPA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

27 (KECAMATAN SIPATANA KELURAHAN MOLOSIPAT U ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

(9 WALI KOTA como) 

ADHAN DAMBEA 



lAMPIRAN 1.27 
1 ERATUFiAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
• ENTAN(5 
PERUBAHAN KEDUA ATAS F ERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
• AMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KFrAMATAN HULONTHALANGI 

NO I • A l iX.* I F ^ n • A 

UNIT KERJA 
SUB UNIT KERJA 1 A D A X A M 

JABATAN 
i r c i A C HARGA TPP 

1 KECJVMATAN HULONTHALANGI KECAMATAN HULONTHALANGI PIMPINAN TINGGJ 12 Rp 7,8S3,63{ 

2 KE(7VMATAN HULONTHALANGI KECAMATAN HULONTHALANGI ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,66; 

3 KE(7\MATAN HULONTHAUVNGI KECAMATAN HULONTHALANGI ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,96^ 

4 KE(J\MATAN HULONTHALANGI KELURAHAN SIENDENG ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,70" • 

5 KE(J\MATAN HULONTHALANGI KELURAHAN TENDA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,70" 

6 KECJVMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN POHE ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,70" 

7 KLIJLMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN TANJUNG KRAMAT ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,70" 

8 K E I S A M A T A N HULONTHiALANGI KELURAHAN DONGGALA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,70' 

9 K E C A M A T A N HULONTHALANGI KECAMATAN HULONTHALANGI ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,58; 

10 K E C A M A T A N H U L O N T H A L A N G I K E L U R A H A N S I E N D E N G A D M I N I S T R A S I P E N G A W A S 8 Rp 2,S03,2i; 1 

11 K L I : A M A T A N H U L O N T H A L A N G I K E L U R A H A N T E N D A A D M I N I S T R A S I - P E N G A W A S 8 Rp 2,503,21 I 

12 KEiIAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN POHE ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,21 1 

13 KLiSJCMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN TANJUNG KRAMAT ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,21 J 

14 KE'IAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN DONGGALA ADMINISTRAS - PENGAWAS 8 Rp 2,503,21 ) 

15 KECAMATAN HULONTHALANGI KECAMATAN HULONTHALANGI ADMINISTRAS - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

16 KECAMATAN HULONTHALANGI KECAMATAN HULONTHALANGI ADMINISTRAS - PELAKSANA 6 Rp 1,577,86 1 

17 KECAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN SIENDENG ADMINISTRAS - PELAKSANA 6 Rp 1,577,86 X 

18 KECAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN TENDA ADMINISTRAS - PELAKSANA 6 Rp 1,577,86 X 

19 KECAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN POHE ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,86 X 

20 KECAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN TANJUNG KRAMAT ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,86 X 

21 KECAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN DONGGALA ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,86 X 

22 KECAMATAN HULONTHALANGI KECAMATAN HULONTHALANGI ADMINISTRASI - PELAKSANA S Rp 1,533,693 

23 KECAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN SIENDENG ADMINISTRASI - PELAKSANA S Rp 1,533,693 

LAMPIRAN 1.27 
PERATUFIAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS FERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAF KOTA GORONTALO 

KECAMATAN HULONTHALANGI 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS |” HARGA TPP 

1 IkecAMATAN HULONTHALANGI IKECAMATAN HULONTHALANGI — JpimpINAN TINGGI 12 Irp 7853638 

2 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KECAMATAN HULONTHALANGI ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,663 

3 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KECAMATAN HULONTHALANGI — JADMINISTRASI - PENGAWAS 9g Rp 2791968 

4 |IKECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN SIENDENG ADMINISTRASI - PENGAWAS 9g Rp 3,476,707 

| 
5 IKECAMATAN HULONTFALANGI (KELURAHAN TENDA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9g Rp 3,476,707 

6 IKECAMATAN HULONTFALANGI IKELURAHAN POHE ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

7 Ikecamatan HuLonrratangi IketuraHan Tanjung KRAMaT — JaDminisTRasi - PENGAwAS 9g (rp 3,476,707 

8 IKECAMATAN HULONTHALANGI IKELURAHAN DONGGALA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

9 (kecamatan HuLont:iatangi (kecamatan HuLontHatangi — Jaoministaasi - pPENGAwAS 8 IRp 3,028,582 

10 IKECAMATAN HULONTHALANGI IKELURAHAN SIENDENG ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

11 IKECAMATAN HULONTHALANGI IKELURAHAN TENDA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

12 IKESAMATAN HULONTHALANGI IKELURAHAN POHE ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

13 Ikecamatan HULonTHALANGI IKELuRAHAN TANJUNG KRAMAT — JADMINISTRASI - PENGAWAS 8 (rp 2,503,213 

14 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN DONGGALA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Irp 2,503,213 

15 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KECAMATAN HULONTHALANGI ADMINISTRAS - PELAKSANA z Rp 1,697,724 

16 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KECAMATAN HULONTHALANGI ADMINISTRAS - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

17 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN SIENDENG ADMINISTRAS - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

. | 

18 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN TENDA ADMINISTRAS! - PELAKSANA 6 Rp 1577864 

19 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN POHE ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

20 IKECAMATAN HULONTHALANGI IKELURAHAN TANJUNG KRAMAT ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

21 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN DONGGALA ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 IRp 1,577,864 

22 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KECAMATAN HULONTHALANGI ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

23 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN SIENDENG ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 



24 KECAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN TENDA ADMINISTRASI - PELAKSANA S Rp 1,533,693 

25 KECAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN POHE ADMINISTRASI • PELAKSANA S Rp 1,533,693 

26 KECAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN TANJUNG KRAMAT ADMINISTRASI PELAKSANA s Rp 1,533,693 

27 KECAMATAN HULONTHALANGI KELURAHAN DONGGALA ADMINISTRASI • PELAKSANA s Rp 1,533,693 

24 (KECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN TENDA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

25 KECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN POHE ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp San 

| 
26 IKECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN TANJUNG KRAMAT — JADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

27 KECAMATAN HULONTHALANGI (KELURAHAN DONGGALA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

(4 WALI KOTA GORONTALO, 
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AMPIRAN 1.28 
ERATURAN WALI KOTA GiORONTALO 
lOMOR 2 6 TAHUN 2025 
ENTANG 
ERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
AMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERI NTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN DUNGINGI 
I X b X y r X V V l f X V F X I X Ey XF 1 X X F I • X X F 1 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPf 

1 KECAMATAN DUNGINGI KECAMATAN DUNGINGI PIMPINAN "INGGJ 12 Rp 7,853,6 38 

2 KECAMATAN DUNGINGI KECAMATAN DUNGINGI ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR v . . Rp 3,514,e 63 

3 KECAMATAN DUNGINGI KECAMATAN DUNGINGI ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,S 68 

4 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN LIBUO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,7 07 

5 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN HUANGOBOTU ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,7 07 

6 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TULADENGGI ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,7 07 

7 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TOMULOBUTAO SELATAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,7 07 

8 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TOMULOBUTAO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,7 07 

9 KECAMATAN DUNGINGI KECAMATAN DUNGINGI ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,5 82 

10 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN LIBUO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,2 13 

11 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN HUANGOBOTU ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,2 13 

12 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TULADENGGI ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,2 13 

13 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TOMULOBUTAO SELATAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,2 13 

14 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TOMULOBUTAO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,2 13 

15 KECAMATAN DUNGINGI KECAMATAN DUNGINGI ADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,7 24 

16 KECAMATAN DUNGINGI KECAMATAN DUNGINGI ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,8 64 

17 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN LIBUO ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,8 64 

18 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN HUANGOBOTU ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,8 64 

19 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TULADENGGI ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,8 64 

20 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TOMULOBUTAO SELATAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,8 64 

21 KECTVMATAN DUNGINGI KELURAHAN TOMULOBUTAO ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,8 64 

22 KECAMATAN DUNGINGI KECAMATAN DUNGINGI ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,6 93 

23 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN LIBUO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

24 KE(J\MATAN DUNGINGI KELURAHAN HUANGOBOTU ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 E69EEST dy VNYSAV 13d - ISVHLSININAY NLOBOONVYNH NYHYHN13X IS NIONNG NYLVWVDAN| tc 

£69'EEST dy VNVSAV 13d - ISVHLSINIINGY ONSN NYHY4N13M ISNIONNG NYLVWY23W| £z| 

£69'EEST dy VNYSAVY 1Jd - ISVHLSININGY 1ONIDNNO NVLYVWYI3N INIONNA NYLVNYD3N| ec 

puan dy VNVSAVTId - ISYULSININGY OVLNYOINWOL NYHYSNI3N ISNIONNO NYLVWO3N| Tc 

P9B'LLST 
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dy 
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I2NIONNG NYLYVWVO3N| LT 

v9B'LLST 

pzk 169 T 

dy 

dy 

VNYSAV Jd - ISVMLSININGY 

VNVSAV 3d - ISVMLSININGY 

1ONIONNG NVLVWVYI3N 

1ONIONNG NVLYVWVI3N 

I2NIONNA NYLVWVO3N| 9T 

ISNIONNG NVLVWYO3N| ST 

ETZ £OS'Z 

ETZ EOS 

dy 

dy 

SVMVYONJd - ISVHLSININGY 

SVMVONJId - ISVELSININGVY 

OVLNYOINWOL NYHYHN13N 

NVLVT3S OVLNGOINWOL NYHVHNI3N 

I2NIONNG NYLYVNVO3NI tT 

I2NIONNG NYLYVWVO3N| €T 

ETZ £OS'Z 

ETZ'£OS'Z 

dy 

dy 

SVMVYONJd - ISVMLSININGV 

SVMYONJId - ISVELSININGV 

159 N3AYINL NYHYANT3N 

NLOSOONYNH NYHY4N13X 

I9NIONNA NYLVWVO3N| TI 

ISNIONNG NYLVWVO3N| TT 

ET£ £0s'z 

785 BTO'E 

dy 

dy 

SVMVYONJd - ISVHLSININGV 

SVMVONJd - ISVHLSININGVY 

ONSII NYHYANI3N 

1ONIONNG NYLYWV3N 

IONIONNG NYLVWVD3N| OT 

I2NIONNG NYLYVWVOAN| 6 

L01 917 € 

LOL 9Lp'E 

dy 

dy 

SVMYONJd - ISVLLSININGV 

SVMVONJd - ISVELSININOV 

OVLNGOINWOL NYHYANNIN 

NYLV13S OVLNSOTINWOL NYHYBNI3IN 

ISNIONNA NYLVWAVD3N| 8 

I2NIONNO NYLVWVO3N| 4 

L019L7'£ 

LOL 9Lp€ 

dy 

dy 

SVMYONId - ISYULSININGVY 

SVMYONJId - ISVHLSININGY 

1D9N3GYINL NYHYANI3N 

NLOBOONYNH NYHYAN13X 

INIONNA NYLYVWVYO3N| 9 

IENIONNA NYLVWVO3N| S 

LOk '91p'€ 

896 T6L 7 

dy 

dy 

SVMYONJd - ISVMLSININGY 

SVMYONJd - ISVELSININGV 

ONSIN NYHYHNN3N 

1ONIONNG NYLYVWVYI3N 

ISNIONNA NYLVWVO3N| € 

I2NIONNO NYVLVWVOIN| € 

E99 PTS'£ 

BE9 ES8”L 

dy 

dy cT 

YOLVULSINIWAV - ISVHLSININGV 

(DONI.. NVNIdWId 

1ONIONNG NYLVWYI3N 

1ONIONNG NYLVWYOAN 

I2NIONNA NYLYWVO3N| z 

IPNIONNA NVLVWVO3N| T 

dd VOUVH Sv13X NV.Lyavr VIMAN LINN ANS VI43N LINN ON 

1SNIONNG NVLVWNYI3N 

O1TVLNOYOO VLON HVLNI4IWId NYONNYONI IG VYVOIN TIdIS BNLVYVdV NVIISVHONId NVHVEWVIL 

ONVLN3L €Z0Z NNHVL 8 YOWON VLOY ITVM NYHNLVYId SVLY VNGIN NVHYANYIH 

O1YLNOYO2 VLOY NYM NyunLy4ad 

EINVLNIL 

SZ0OC NNHVL9C YOWON 

BC NYYIdNVI 



25 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TULADENGGI ADMINISTRASI - PELAKSANA Rp 1,533,693 

25 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TOMULOBUTAO SELATAN ADMINISTR ASI - PELAKSANA Rp 1,533,693 

27 KECAMATAN DUNGINGI KELURAHAN TOMULOBUTAO ADMINISTR ASI - PELAKSANA Rp 1,533,693 

0 WALI KOTA GORONT/VLa|^^ 

DAMBEA 

25 (KECAMATAN DUNGINGI (KELURAHAN TULADENGGI ADMINISTF.ASI - PELAKSANA £ Rp 1,533,693 

26 |KECAMATAN DUNGINGI |IKELURAHAN TOMULOBUTAO SELATAN JADMINISTE.ASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

27 (KECAMATAN DUNGINGI (KELURAHAN TOMULOBUTAO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

(4 WALI KOTA GORONTALO, 

Pi 

| 
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LAMPIRAN 1.29 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TEtJTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGH/vSILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA SELATAN 

N O UNIT KERJA S U B UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGATPP 

1 KECAMATAN KOTA SELATAN KECAMATAN KOTA SELATAN PIMPINAN T NGGI 12 Rp 7,8S3,638 

2 KECAMATAN KOTA SELATAN KECAMATAN KOTA SELATAN ADMINISTR/!,SI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,S14,663 

3 KECAMATAN KOTA SELATAN KECAMATAN KOTA SELATAN ADMINISTR4SI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,968 

4 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA U 1 ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

5 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA U II ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,7|7 
1— 

6 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN BIAWAO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

7 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN BIAWU ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,7( 17 

8 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA B ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,7( 17 

9 KECAMATAN KOTA SELATAN KECAMATAN KOTA SELATAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,Si 2 

Id KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA U 1 ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,2: 3 

11 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA U II ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

11 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN BIAWAO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

13. KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN BIAWU ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,21 L3 

14 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA B ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,21 3 

IE KECAMATAN KOTA SELATAN KECAMATAN KOTA SELATAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

le. KECAMATAN KOTA SELATAN KECAMATAN KOTA SELATAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

17 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA U 1 ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp l,577,8f »4 

18. KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA U II ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,86 4 

IS KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN BIAWAO ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,8( A 

2C KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN BIAWU ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,86 »4 

21 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA B ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

22 KECAMATAN KOTA SELATAN KECAMATAN KOTA SELATAN ADMINISTRASI-PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

23 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA U 1 ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

24 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA U II ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

R 

LAMPIRAN 1.29 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA SELATAN 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (KECAMATAN KOTA SELATAN (KECAMATAN KOTA SELATAN (PIMPINAN T NGGI 12 Rp 7,853,638 

2 KECAMATAN KOTA SELATAN (KECAMATAN KOTA SELATAN |ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,663 

3 IKECAMATAN KOTA SELATAN (KECAMATAN KOTA SELATAN JADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,968 

4 IKECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA U | ADMINISTRASI - PENGAWAS 5) Rp 3,476,707 

5 |IKECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA U II ADMINISTRASI - PENGAWAS | Rp 3,476,707 

6 IKECAMATAN KOTA SELATAN |KELURAHAN BIAWAO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

7 IKECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN BIAWU ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

8 IKECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA B ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

9 KECAMATAN KOTA SELATAN |KECAMATAN KOTA SELATAN |ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,582 

1(| KECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA U I ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

11. IKECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA U II ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

12 IKECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN BIAWAO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

15 IKECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN BIAWU ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

14. KECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA B ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

15 IKECAMATAN KOTA SELATAN (KECAMATAN KOTA SELATAN JADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

16 KECAMATAN KOTA SELATAN (KECAMATAN KOTA SELATAN JADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

17 IKECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA U | ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

16 (KECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA U II ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp Balai 

1€ IKECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN BIAWAO ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp Lsroda 

2C' IKECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN BIAWU ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

21 (KECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA 8 ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

22 KECAMATAN KOTA SELATAN (KECAMATAN KOTA SELATAN |ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

23 KECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA U I ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

24 |KECAMATAN KOTA SELATAN (KELURAHAN LIMBA U II ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

(» 



25 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN BIAWAO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,6 93 

26 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN BIAWU ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

27 KECAMATAN KOTA SELATAN KELURAHAN LIMBA B ADMINISTRASI - PELAKSANA S Rp l,S33,e 

25 IKECAMATAN KOTA SELATAN |KELURAHAN BIAWAO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

26 IKECAMATAN KOTA SELATAN |KELURAHAN BIAWU ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

27 IKECAMATAN KOTA SELATAN |KELURAHAN LIMBA B ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

(9 WALI KOTA GORONTALO, 

sa 

"5.5. 

(—— KHAN DAMBEA 



LAMPIRAN 1.30 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 2 6 TAHUN 2025 
TENT/XNG 

PERU 3AHAN KEDUA A7 AS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMEAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN D U M B O RAYA 

N O UNIT KER JA S U B UNIT KERJA J/LBATAN KELAS HARGA TPP 

1 KECAMATAN DUMUG RAYA KECAMATAN DUMBO RAYA PIMPINAN TINGGI 12 Rp 7,853,638 

2 KECAMATAN DUMUO RAYA KECAMATAN DUMBO RAYA ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,663 

3 KECAMATAN DUMUO RAYA KECAMATAN DUMBO RAYA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,968 

4 KECAMATAN DUMUO RAYA KELURAHAN LEATO SELATAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

^ 
5 KECAMATAN DUMUO RAYA KELURAHAN LEATO UTARA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

6 KECAMATAN DUMUO RAYA KELURAHAN BUGIS ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

7 KECAMATAN DUMUO RAYA KELURAHAN BOTU ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

8 KECAMATAN DUMUO RAYA KELURAHAN TALUMOLO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

9 KECAMATAN DUMUO RAYA KECAMATAN DUMBO RAYA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,582 

10 KECAMATAN DUMUO RAYA KELURAHAN LEATO SELATAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

11 KECAMATAN DUMUO RAYA KELURAHAN LEATO UTARA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

12 KECAMATAN DUMUO RAYA KELURAHAN BUGIS ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

13 KECAMATAN DUMUO RAYA KELURAHAN BOTU ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

14 KECAMATAN DUMUO RAYA KELURAHAN TALUMOLO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

15 KECAMATAN DUMUO RAYA KECAMATAN DUMBO RAYA ADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

16 KECAMATAN DUMElO RAYA KECAMATAN DUMBO RAYA ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

17 KECAMATAN DUMElO RAYA KECAMATAN DUMBO RAYA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

18 KECAMATAN DUMEiO RAYA KELURAHAN LEATO SEUTAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

19 KECAMATAN DUMElO RAYA KELURAHAN LEATO UTARA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

20 KECAMATAN DUMEO RAYA KELURAHAN BUGIS ADMINISTRASI - PELAKSANA S Rp 1,533,693 

21 KECAMATAN DUMEO RAYA KELURAHAN BOTU ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

22 KECAMATAN DUMEO RAYA KELURAHAN TALUMOLO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

^ WALI KOTA GORONTALO,, ^ 

Tt) 
ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.30 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN DUMBO RAYA 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 IKECAMATAN DUMBO RAYA (KECAMATAN DUMBO RAYA (PIMPINAN TINSGI 12 Rp Zea 

2 |KECAMATAN DUMBO RAYA (KECAMATAN DUMBO RAYA (ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,663 

3 (KECAMATAN DUMBO RAYA |KECAMATAN DUMBO RAYA” TADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,968 

4 |KECAMATAN DUMBO RAYA KELURAHAN LEATO SELATAN JADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

5 IKECAMATAN DUMBO RAYA (KELURAHAN LEATO UTARA” TADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

6 (KECAMATAN DUMBO RAYA (KELURAHAN BUGIS ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 | 

7 |KECAMATAN DUMBO RAYA (KELURAHAN BOTU ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp sean 

8 |KECAMATAN DUMBO RAYA IKELURAHAN TALUMOLO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

9 IKECAMATAN DUMBO RAYA |IKECAMATAN DUMBO RAYA JADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,582 

10 IKECAMATAN DUMBO RAYA (KELURAHAN LEATO SELATAN JADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

11 (KECAMATAN DUMEBO RAYA (KELURAHAN LEATO UTARA” JADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

12 (KECAMATAN DUMBO RAYA (KELURAHAN BUGIS ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

13 (KECAMATAN DUMBO RAYA (KELURAHAN BOTU ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

14 (KECAMATAN DUMEO RAYA KELURAHAN TALUMOLO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

15 (KECAMATAN DUMEO RAYA KECAMATAN DUMBO RAYA JADMINISTRASI - PELAKSANA ' Rp 1,697,724 

16 (KECAMATAN DUMEO RAYA |KECAMATAN DUMBO RAYA JADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

17 (KECAMATAN DUMEO RAYA |KECAMATAN DUMBO RAYA JADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 | 

18 IKECAMATAN DUMEO RAYA (KELURAHAN LEATO SELATAN |ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp - 

19 IKECAMATAN DUMEO RAYA (KELURAHAN LEATO UTARA” |ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

20 (KECAMATAN DUMEO RAYA (KELURAHAN BUGIS ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

21 KECAMATAN DUMEO RAYA (KELURAHAN BOTU ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

22 (KECAMATAN DUMEO RAYA (KELURAHAN TALUMOLO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

1 WALI KOTA GORONTALO, 

Pi Pein 

Le an 
ADHAN DAMBEA 
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LAMPIRAN 1.31 
PERATLIRAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTANG 

PERUB/kHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASIL/.N APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA TIMUR 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KEIJVS HARGA TPI P 

1 ± IfF'rAMATAN IfOTA T Ml IP KrrAMATAN KOTA TIMl IR lacv^MiviM 1 M i a law 1 M i iiviun PIMPINAN T I N m r l l v i r l i a M i a ( i i a u v j i 1 7 
1 L. 

Rp 7,853,638 

2 If F rAMATAN IfflTA T Ml IP KFrAMATAN KOTA TIMUR 
iV tx*rXIV I rX 1 rXBV l\W 1 rX 1 1 IV IW iX 

AnMINI<kTI)A<;i - AnMINI<;TRATnR 
r X l F l V I M V U 1 IXrX J l rXL/ IV I I IV i j 1 rXrX 1 W i X 

1 1 
J- X 

Rp 3,514,663 

3 M . V . r x l V l r x 1 AMV 1 ry 1 I V i U i V KFrAMATAN KOTA TIMUR 
l\C\MrXIVirX 1 rXi V I\W 1 AX 1 l iVE \u r\ 

ADMINISTRASI - PFNfSAWAS 
r X U I V i l 1V i i j 1 I X r X J I r t l V V J r X V V rX J 

q Rp 2,791,968 

4 KE CAMATAN KOTAT MUR KELURAHAN MOODU ADMINISTRASI - PENGAWAS 
r x i F i V i i i ' i u 1 1 \ r x J l r i - 1 v v j r x ¥ V r x j 

9 Rp SMhRlOl 

c 
o 

KFTAMATAN K D T A T MIIR 
M . h . M I V I M t M i a lh\y 1 M 1 I V i U n 

KFIIIRAHAN TAMAI ATF 
I X C L V J r V M I i M i a 1 M I V I M L M 1 e 

ADMINISTRASI - PFNfiAWAS 
r X f t F l V l l i a l J I I V r X J I r C l V V J / X W r X J 

Rp 3,476,707 

5 KFrAMATAN KDTA T MIIR 
i \ l . \ . r x l V l r x 1 rtlV TWJ 1 rX 1 IV IVJ iX 

KFI IIRAHAN PADFRIini (T ADMINISTRASI - PFNfSAWAS 
rXLF IVI11V 1 J 1 I X r X J I 1 C I ¥ \JrX VV rX J 

9 Rp 3,476,707 

7 KF rAMATAN KOTA T MIIR KFI IIRAHAN IPII O ADMINISTRASI - PFNfSAWAS 
F X L F I V I 11¥ ! J 1 I \ P X J l r C I V V J r X W r X J 

9 Rp SAlZPOl 

g KE CAMATAN KOTA T MUR KFI IIRAHAN HFI FDIII AA SFI ATAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 
r X L / i v i 11 ¥ 1 J 1 i\rX J l r c i v w r x v v r x J 

9 Rp 3,476, 707 

q KFrAMATAN KOTA T MIIR i \ t . v . M i v t M 1 M i a l a w 1 M 1 i v i w n KFI IIRAHAN HFI FDIII AA UTARA l a e L U i a M n M i a n c L C L i a i i - M M KJ I M I A M ADMINISTRASI - PFNfSAWAS M L i i v i i i a u 1 i \ M j i r e i a v j M V V M j ( ) Rp 3,476, 707 

10 KFrAMATAN KOTA T MUR KFrAMATAN KOTA TIMUR 
i\ta».rxivirx 1 rxiV i\w I rx I I ivi u r\ 

ADMINISTRASI - PFNGAWAS 
r X l F l V I I l ¥ 1 J 1 I X r X J l r C l ¥ X J r X ¥ V r X J 

<j Rp 3,028, 582 

11 KECAMATAN KOTA T MUR 
l a ft . V./ a 1 w i rx 1 n i V l a X F 1 ' a 1 1 T 1 aF 1 a 

KELURAHAN MOODU 
l a ^ ^ a F l a / a l I r a l V twfEy\yEy\y 

ADMINISTRASI - PENGAWAS 
' a ftF i T i i i a i x / i 1 >' \ 1 1 ^ 1 a a*j ' i v a / i 

ji Rp 2,503, 713 

12 KECAMATAN KOTA TIMUR 
aaft x a r a l • i n 1 ra t a 1 aXF 1 r a 1 i 1 V 1 VF 1 a 

KELURAHAN TAMALATE 
l a ^ i— a—i 1 a r a i i r a i v i r a i v 11 \\—i \ i a— 

ADMINISTRASI - PENGAWAS 
raftF l a i i i a i a F 1 1 araaF 1 t ^ 1 a x j r a v v » a mj 

\\ Rp 2,503,i213 

13 KE CAMATAN KOTA T MUR 
l\ l .^.YXIVI/X 1 rXIV i\V,F 1 FX 11 I V I U I a 

KFI IIRAHAN PADFRUni Cl 
i\t. L.XJ lAAXI 1 AX 1 a r r X L / C u U W L . W 

ADMINISTRASI - PENGAWAS 
r X L F l V l l ! ¥ U 1 I X F X J I r C I V a J r X V V rX J 

\\ Rp 2,503,213 

xH Iff TAMATAN IfOTA TIMl IP M «̂MIVIrt 1 fxlv l\VJ 1 H lllVIUrx if FI 1IRAMAN IPII D AniV/IINÎ TFtAC:i _ PFNr;A\A/A<̂  
M L 7 I V I I l ¥ 1 J 1 r\M J l rclvOMVVMJ 

o Rp 2,503, 

1 ^ 
x:j 

IfFTAMATAN IfHTATlMIIR ^ C 1 AXlv IVVJ 1 M iiivlun If FI 1IPAMAN MFi FDIII AA ^Ft ATAN AnMINI<;TFtA Î - PFNr;A\A/A<̂  
MUIXf lll¥ 1 J 1 i X M j l rClvXjMVVHj 

\\ 

o 
Rp 2,503, 713 

ID IfFTAMATAN IfOTA TlMI IP If Ft 1 IPAMAN MFI FHI II A A 1ITAPA AnMINKTPA^I - PFNft:A\A/Ac; (1 Rp 2,503,213 

i / ^Cf AlVyiATAM ^OTA Tl fcJII ID 
KtwxIvIA 1 AN KUIA 1 I M U K 

IfCfAfcyi ATAN ^OTA TIAJll ID 
KtLAMAI Alv N U I A 1 I I V I U K 

ArihyilMICTPACi DPI AlfCAMA MUlVlllvIj 1 H M J I - rtLAlNj/xrvM •y Rp 1,697, n 
fc'E TAAyi ATAlU IfOTA Tl AJtl ID 
NtLAIvlAIAIN NUIA IllViUn 

IfCfAA/I ATAM IfOTA TIAAI ID 
KtLAMAIAIN KU 1 A IlivlUn 

Anh>1iMICTIIAQI DFI AlfCAMA / X U I V I I I N I J 1 n/xjl - rtL/xlVjMlvM o Rp 1,577, 864 

1 Q ^FTAMATAAl IfOTA TIMl ID At L-AIVIA 1 Mlv Awl A IllVIUrx IfFI 1 IDAMAM AAOOni 1 NtLUixArlMlv IVIUUUU AHMIMICTPACI DFI AlfCAMA t\ 
( } Rp 1,577,864 

20 KECAMATAN KOTATIMUR KELURAHAN TAMALATE ADMINISTEIASI - PELAKSANA (i Rp 1,577,864 

21 KECAMATAN KOTA TIMUR KELURAHAN PADEBUOLO ADMINISTRASI - PELAKSANA 1) Rp 1,577,864 

22 KECAMATAN KOTATIMUR KELURAHAN IPILO ADMINISTEIASI - PELAKSANA (i Rp 1,577,864 

23 KECAMATAN KOTATIMUR KELURAHAN HELEDULAA SELATAN ADMINISTEIASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

24 KECAMATAN KOTATIMUR KELURAHAN HELEDULAA UTARA ADMINISTEIASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

25 KECAMATAN KOTATIMUR KECAMATAN KOTATIMUR ADMINISTEIASI - PELAKSANA !i Rp 1,533,693 

E69 EEST dy VNVSAV 3d - ISVULSININOV HNWIL VLON NVLVWVOIN HNWIL VLON NVLVWV3N| SC 

p98'11ST dy 3) VNVSAV Id - ISVULSINIWNOY YEVLN VYING3IN3IH NYHYANTIN YNWIL VLOY NYLVWYOIN| pz 

P9BLLST dy 9 VNVSAV 3d - ISVHLSINIWOV NYLV13S VV1ING3T3H NYHYANT3N HIWIL VLOM NVLVWNVOIN| EC 

b9B1ST 

P9B LLST 

dy 

dy 

VNVSAV 1d - ISVULSININOV 

VNVSAVTId - ISVULSININOVY 

Olldi NYHYANTIN 

O1ON$IGVd NYHYANI3IM 

BNWIL VLON NYVLVWVOIN| zz 

UNWIL VLON NVLVWVIIA| TT 

| 
b9g'115T dy VNYSAVIId - ISVULSINIWOV 3LYVIVWVL NYHYANTIN #NWIL VLOY NVLVWYIIM| OZ 

| 
bag'L1ST 

p9B 1S T 

dy 

dy 

VNVSAV Id - ISVULSINIWOV 

VNVYSAV 1d - ISVULSININAV 

NGOOW NYHYHNT3IN 

HNAWIL VLON NVLYWYIIN 

HNWIL VLON NVLVWVIIN| 6T 

YAWIL VLOY NVLVWYOIN| ST 

bz1 169 T dy VNVSAV 1Jd - ISVULSININGOY YNWIL VLON NVLVWYOIN YNWIL VLON NVLVWVOIAI LT 

ETz 0s dy 8 SVMYONJd - ISVULSININGV YEVLN VYINGINIH NYHYHN13N YAWIL VLOY NVLVWNYO1A| OT 

Eta EOS dy 8 SVMVONJId - ISVULSININOY NVLV13S VVING3IT3IH NYHVAN13N YAWIL VLON NYLVWVIINI ST 

ETZ EOS dy 8 SVMVONJd - ISYULSININAV OTldi NYHY4N13X YAWIL VLOY NVLVWVIINI #T 

ETz EOS" dy 8 SVMYONJId - ISVHLSININGV O10ong3dvd NYHY4N13X YNWIL VLOX NYLVWVIIA €T 

ETz Eos dy 8 SYVMYONId - ISVULSININGV 3LVIVWYL NYHYANI3IM YAWIL YLOX NVLYVWPOIN| CT 

Eta'tost 

Z89 BTO'E 

dy 

dy 

8 

8 

SVMVONJd - ISVULSININGY 

SVMYONJId - ISVULSININGY 

NGOOW NYHYANTIN 

YNWIL VLON NVLVWYOIN 

YAWIL YLON NVLVWVIIN) TT 

YAWIL YLOY NYLYVWVO3N| OT 

LOL 9Lp'€ dy SVMYOINId - ISVULSINIWOV VEYLN VVIN9313H NYHYANT3IN YAWIL VLOX NVLVWYIIA| 6 

Lol 9Ly'E dy SVMVONJId - ISVULSININOV NVLYTIS VYVING3IN3IH NYHYHNI3N YAA IL VLOY NYVLVWYOINI 8 

LOL 91" dy SVMVYONId - ISYULSININGV Olldi NYHYUNT3N SAW LYLON NVLVWYOIN| £ 

LOL 9Lp E dy SVMYONJId - ISVULSININAY O1ON$3IAVd NYHYANIIN HNW L VLON NVLVWYOAN| 9 

LOL 9Ly dy SVMYONId - ISVULSININOV 3LVIVWVL NYVHYUN13IN UNW LVLON NVLVWVOHA| S 

LOL9Lp'E dy 6 SVMYON3d - ISVULSINIWAV NGOOW NYHYHNI3N YNW LVLON NVLVWYITA| € 

BIG Te dy 6 SVMYON3d - ISVULSINIWOV UNWIL VLON NVLVWYI3M YNW L VLON NYLYVWVIHA| € 

ia haha dy TI HOLVYHLSINIWOV - ISYULSINIWOV YAWIL VLON NVLVWVI3N YAWL VLOY NVLVNVIHN| £ 

| 
BE9'£S8'L dy CL 1DONIL NVNIdWid YNWIL VLOX NYLVWVI3IX UNWL VLOX NVLVWVIJA| T 

dd VOHYH Sv'3X NVLVAVI VIWIN LINN ANS VP4IN LINN ON 

YNWIL VLON NVLVWVIIN 

O1VLNOYOO VLOYM HVLNIHIWId NYONNYONIT IG VEYDIN TlidIS INLYUVdV NYTISVHONId NVHVEWVL 

ONVLN4JL €Z07 NNHVL 8 YOWON VLOY IIVM NYENLVYId SVLV VNGIN NYHYANYId 

ONVLNIL 

S202 NNHVL 9C YOWON 

OTV.LNOYOO VLON INVM NYeanL Vd3Id 

TEI NVSIdWVI 



26 KECAMATAN KOTATIMUR KELURAHAN MOODU ADMINISTEIASI - PELAKSANA S Rp 1,533, B93 

27 KECAMATAN KOTATIMUR KELURAHAN TAMALATE ADMINISTEIASI - PELAKSANA S Rp 1,533,693 

28 KECAMATAN KOTATIMUR KELURAHAN PADEBUOLO ADMINISTEIASI - PELAKSANA !, Rp 1,533, i93 

29 KECAMATAN KOTATIMUR KELURAHAN IPILO ADMINISTEIASI - PELAKSANA E. Rp 1,533, i93 

30 KECAMATAN KOTA TIMUR KELURAHAN HELEDULAA SELATAN ADMINISTEIASI - PELAKSANA E, Rp 1,533,693 

31 KECAMATAN KOTATIMUR KELURAHAN HELEDULAA UTARA ADMINISTEIASI - PELAKSANA Rp 1,533,693 

32 KECAMATAN KOTATIMUR KECAMATAN KOTATIMUR ADMINISTFASI - PELAKSANA Rp 1,211, D18 

26 IKECAMATAN KOTA TIMUR (KELURAHAN MOODU ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

27 (KECAMATAN KOTA TIMUR — (KELURAHAN TAMALATE ADMINISTF.ASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

| 

28 (KECAMATAN KOTA TIMUR (KELURAHAN PADEBUOLO ADMINISTF!ASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

29 IKECAMATAN KOTA TIMUR (KELURAHAN IPILO ADMINISTFASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

30 IKECAMATAN KOTA TIMUR (KELURAHAN HELEDULAA SELATAN TADMINISTFASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

31 (KECAMATAN KOTA TIMUR — IKELURAHAN HELEDULAA UTARA ADMINISTF.ASI - PELAKSANA 6 Rp 1,533,693 

32 IKECAMATAN KOTA TIMUR (KECAMATAN KOTA TIMUR ADMINISTF.ASI - PELAKSANA 5 Rp 1,211,018 

Wi WALI KOTA GORONTAL 

Pa 



LAMPIRAN 1.32 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2 0 2 5 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA AT/kS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2 0 2 3 TENTANG 
TAMEIAHAN PENGHASIL^N APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERIN"AH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA TENGAH 

NO UNIT KERJ/k SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 KECAMATAN KOTA -ENGAH KECAMATAN KOTA TENGAH PIMPINAN TINGGI 1 2 Rp 7 , 8 5 3 , 6 3 8 

2 KECAMATAN KOTA "ENGAH KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 1 1 Rp 3 ,514 ,663 

3 KECAMATAN KOTA "ENGAH KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRA;,! - PENGAWAS 9 Rp 2 ,791,968 

4 KECAMATAN KOTA "ENGAH KELURAHAN PAGUYAMAN ADMINISTRA5.I - PENGAWAS 9 Rp 3 ,476,707 

S KECAMATAN KOTA " ENGAH KELURAHAN PULUBALA ADMINISTRAS.I - PENGAWAS 9 Rp 3 ,476,707 

6 KECAMATAN KOTA ENGAH KELURAHAN LILUWO ADMINISTRAS.I - PENGAWAS 9 Rp 3 ,476 ,707 

7 KECAMATAN KOTA " ENGAH KELURAHAN DULALOWO ADMINISTRAS.! - PENGAWAS 9 Rp 3 ,476,707 

8 KECAMATAN KOTA ENGAH KELURAHAN DULALOWO T IMUR ADMINISTRAS I - PENGAWAS 9 Rp 3 ,476,707 

9 KECAMATAN KOTA ^ENGAH KELURAHAN WUMIALO ADMINISTRAS I - PENGAWAS 9 Rp 3 ,476,707 

1 0 KECAMATAN KOTA i ENGAH KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3 ,028,582 

1 1 KECAMATAN KOTA TENGAH KELURAHAN PAGUYAMAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2 , 5 0 3 , 2 1 3 

1 2 KECAMATAN KOTA TENGAH KELURAHAN PULUBALA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2 , 5 0 3 , 2 1 3 

1 3 KECAMATAN KOTA TENGAH KELURAHAN LILUWO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2 , 5 0 3 , 2 1 3 

1 4 KECAMATAN KOTA TENGAH KELURAHAN DULALOWO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2 , 5 0 3 , 2 1 3 

I S KECAMATAN KOTA TENGAH KELURAHAN DULALOWO T IMUR ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2 , 5 0 3 , 2 1 3 

1 6 KECAMATAN KOTA TENGAH KELURAHAN WUMIALO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2 , 5 0 3 , 2 1 3 

1 7 KECAMATAN KOTA TENGAH KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

1 8 KECAMATAN KOTA TENGAH KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

1 9 KECAMATAN KOTA TENGAH KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1 ,533,693 

2 0 KECAMATAN KOTA 1 ENGAH KELURAHAN PAGUYAMAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1 ,533,693 

2 1 KECAMATAN KOTA TENGAH KELURAHAN PULUBALA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1 ,533,693 

22 KECAMATAN KOTA 1 ENGAH KELURAHAN LILUWO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1 ,533,693 

2 3 KECAMATAN KOTA TENGAH KELURAHAN DULALOWO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1 ,533,693 

2 4 KECAMATAN KOTA 1 ENGAH KELURAHAN DULALOWO T IMUR ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1 ,533,693 

25 KECAMATAN KOTA TENGAH KELURAHAN WUMIALO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1 ,533,693 

ADHAN DAMBEA 

LAMF'IRAN 1.32 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 20/25 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMEAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINYAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA TENGAH 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (KECAMATAN KOTA “ENGAH (KECAMATAN KOTA TENGAH PIMPINAN TINGGI 12 Rp 7,853,638 

2 IKECAMATAN KOTA “ENGAH (KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,663 

3 IKECAMATAN KOTA “ENGAH (KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,968 

4 IKECAMATAN KOTA ENGAH |KELURAHAN PAGUYAMAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

5 JIKECAMATAN KOTA “ENGAH (KELURAHAN PULUBALA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

6 (KECAMATAN KOTA ENGAH (KELURAHAN LILUWO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

7 IKECAMATAN KOTA “ENGAH (KELURAHAN DULALOWO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

8 (KECAMATAN KOTA TENGAH (KELURAHAN DULALOWO TIMUR ADMINISTRASI - PENGAWAS ) Rp 3,476,707 

9 (KECAMATAN KOTA TENGAH |KELURAHAN WUMIALO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

10 (KECAMATAN KOTA TENGAH IKECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,582 

11 |KECAMATAN KOTA TENGAH (KELURAHAN PAGUYAMAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

12 KECAMATAN KOTA TENGAH (KELURAHAN PULUBALA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

13 (KECAMATAN KOTA TENGAH (KELURAHAN LILUWO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

14 IKECAMATAN KOTA TENGAH (KELURAHAN DULALOWO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

15 (KECAMATAN KOTA TENGAH (KELURAHAN DULALOWO TIMUR ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

16 |KECAMATAN KOTA TENGAH (KELURAHAN WUMIALO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

17 |KECAMATAN KOTA TENGAH (KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

18 |KECAMATAN KOTA TENGAH (KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

19 | KECAMATAN KOTA TENGAH (KECAMATAN KOTA TENGAH ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

20 | KECAMATAN KOTA TENGAH (KELURAHAN PAGUYAMAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

21 | KECAMATAN KOTA TENGAH |KELURAHAN PULUBALA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

22 | KECAMATAN KOTA TENGAH JKELURAHAN LILUWO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

23 | KECAMATAN KOTA TENGAH |KELURAHAN DULALOWO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

24 |KECAMATAN KOTA TENGAH |KELURAHAN DULALOWO TIMUR ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

25 KECAMATAN KOTA TENGAH KELURAHAN WUMIALO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

1 WALI KOTA GORONTALO 

Pen 

5 
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i 

— 
ADHAN DAMBEA 



LAMPIRAN 1.33 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26TAHUNT025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TELJTANG 
TAMBAHAN PENGHAS LAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA UTARA 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 KECAMATAN KOT/k UTARA KECAMATAN KOTA UTARA PIMPINAN TINGGI 12 Rp 7,853,638 

2 KECAMATAN KOT/k UTARA KECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,663 

3 KECAMATAN KOT/k UTARA KECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,968 

4 KECAMATAN KOT/k UTARA KELURAHAN DULOMO UTARA ADMINISTR,\SI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

S KECAMATAN KOT/k UTARA KELURAHAN DULOMO SELATAN ADMINISTR,\SI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

6 KECAMATAN KOT/» UTARA KELURAHAN DEMBE II ADMINISTR,\SI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

7 KECAMATAN KOT/v UTARA KELURAHAN DEMBE JAVA ADMINISTR,\SI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

8 KECAMATAN KOT/i UTARA KELURAHAN WONGKADITI TIMUR ADMINISTRyVSI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

9 KECAMATAN KOT/y UTARA KELURAHAN WONGKADITI BARAT ADMINISTR/kSI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

10 KECAMATAN KOTA UTARA KECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTRJXSI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,582 

11 KECAMATAN KOT/, UTARA KELURAHAN DULOMO UTARA ADMINISTR;\SI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

12 KECAMATAN K0T7. UTARA KELURAHAN DULOMO SELATAN ADMINISTRykSI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

13 KECAMATAN KOT/, UTARA KELURAHAN DEMBE II ADMINISTR/kSI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

14 KECAMATAN KOT/. UTARA KELURAHAN DEMBE JAYA ADMINISTRykSI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

I S KECAMATAN KOT/, UTARA KELURAHAN WONGKADITI TIMUR ADMINISTRykSI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

15 KECAMATAN KOT/, UTARA KELURAHAN WONGKADITI BARAT ADMINISTR/kSI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

17 KECAMATAN KOT/ UTARA KECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTR/kSI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

18 KECAMATAN KOT/. UTARA KECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTR/kSI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

19 KECAMATAN KOT/, UTARA KECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTR/kSI - PELAKSANA S Rp 1,533,693 

20 KECAMATAN KOT/. UTARA KELURAHAN DULOMO UTARA ADMINISTR/kSI - PELAKSANA S Rp 1,533,693 

21 KECAMATAN KOT/ UTARA KELURAHAN DULOMO SELATAN ADMINISTR/kSI - PELAKSANA s Rp 1,533,693 

22 KECAMATAN KOT/ UTARA KELURAHAN DEMBE II ADMINISTR/kSI - PELAKSANA s Rp 1,533,693 

23 KECAMATAN KOT/ UTARA KELURAHAN DEMBE JAVA ADMINISTR/kSI - PELAKSANA s Rp 1,533,693 

24 KECAMATAN KOT/ UTARA KELURAHAN WONGKADITI TIMUR ADMINISTR/kSI - PELAKSANA s Rp 1,533,693 

25 KECAMATAN KOT/ UTARA KELURAHAN WONGKADITI BARAT ADMINISTR/kSI - PELAKSANA s Rp 1,533,693 

ADHAN DAMBEA 

LAMPIRAN 1.33 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 26TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHAS LAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA UTARA 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (KECAMATAN KOTA UTARA” IKECAMATAN KOTA UTARA PIMPINAN TINGGI 12 Rp 7,853,638 

2 IKECAMATAN KOTA UTARA IKECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,663 

3 (KECAMATAN KOTA UTARA” (KECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,968 
— 

4 IKECAMATAN KOTA UTARA” (KELURAHAN DULOMO UTARA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

5 IKECAMATAN KOTA UTARA” JKELURAHAN DULOMO SELATAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

6 (KECAMATAN KOTA UTARA” IKELURAHAN DEMBE II ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

7 IKECAMATAN KOTA UTARA” |KELURAHAN DEMBE JAYA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

8 IKECAMATAN KOTA UTARA” (KELURAHAN WONGKADITI TIMUR JADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

9 IKECAMATAN KOTA UTARA IKELURAHAN WONGKADITI BARAT JADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

10 IKECAMATAN KOTA UTARA” |KECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,582 

11 KECAMATAN KOTA UTARA” JKELURAHAN DULOMO UTARA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

12 (KECAMATAN KOTA UTARA” (KELURAHAN DULOMO SELATAN ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

13 (KECAMATAN KOTA UTARA JKELURAHAN DEMBE II ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

14 IKECAMATAN KOTA UTARA” |KELURAHAN DEMBE JAYA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

15 KECAMATAN KOTA UTARA” JKELURAHAN WONGKADITI TIMUR JADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

16 (KECAMATAN KOTA UTARA (KELURAHAN WONGKADITI BARAT JADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

17 IKECAMATAN KOTA UTARA |IKECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

18 IKECAMATAN KOTA UTARA” IKECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

19 KECAMATAN KOTA UTARA IKECAMATAN KOTA UTARA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

20 IKECAMATAN KOTA UTARA” IKELURAHAN DULOMO UTARA ADMINISTRASI - PELAKSANA ts) Rp 1,533,693 

21 IKECAMATAN KOTA UTARA IKELURAHAN DULOMO SELATAN ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

22 KECAMATAN KOTA UTARA (KELURAHAN DEMBE II ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

23 IKECAMATAN KOTA UTARA” (KELURAHAN DEMBE JAYA ADMINISTRASI - PELAKSANA s Rp 1,533,693 

24 IKECAMATAN KOTA UTARA (KELURAHAN WONGKADITI TIMUR JADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

25 (KECAMATAN KOTA UTARA” (KELURAHAN WONGKADITI BARAT JADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 
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LAMPIRAN 1.34 

PERATURAN WALI KdTA GORONTALO 

NOMOR 2 6 TAHUM 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA /VTAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA BARAT 

NO UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

] KECAMATAN KO""A BARAT 
f a ^ ap*rai w i ra i ra i a l a aF ' a xj/—\t m i 

KECAMATAN KOTA BARAT 
l a ^ a . ra i V IFX i ra i a laVF i ra L i r a i ara 1 

PIMPINAN TINOri Rn 7 Ri;7 fiRJ np /,070,D7Q 

KECAMATAN KO"A BARAT 
• a ^ XjFa l a i r a I r a l a taaF ra ftFral ara 1 

KECAMATAN KOTA BARAT 
I \ L . V » F X I V I / X 1 r X I ¥ I \ V F I rX DrXrVrX 1 

ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 
rXL/IVI 1 l ¥ l J 1 1 a r X j l rXL/IVI 11¥ U I rara 1 w i X 

11 Rn R BBR 

KECAMATAN KO'A BARAT 
•aft-XiFai v i r a 1 ra i a ta\y 1 \ xji 11 ara < 

KECAMATAN KOTA RARAT 
i\L . f t »FX IV I /X 1 / X l ¥ r\VF 1 ra DrXTarX 1 

ADMINISTRASI - PFNOAWAS 
r X l F l V I I I ¥ U 1 l a r X j l r L i x a j r X V V r X j 

q 
J 

Rn 7 7Q1 QfiR np X f i o x , 7 0 Q 

4. KECAMATAN KOTA BARAT 
la ^ ft^ral a I r a 1 ra l a laVF ' ra XJi 11 ara 1 

KELURAHAN DEMBE 1 ADMINISTRASI - PFNCAWAS 
r X L F l V I I I X U 1 l a r X j l r L I ¥ U r X V V r X J 

q 
J 

Rn 7 A7fi 707 np o,**f\j,/\JJ 

c KECAMATAN KOTA BARAT 
• a k X r f a i V i ra i ra i a laxF i ra i—" a i ara < 

KELURAHAN LEKOBALO 
l a ^ ^ f t F i a r a i i r a i a ft ft-1 a V F xjt \ X- \y 

ADMINISTRASI - PENGAWAS 
raaF l a i i i a i - F i • tra-Fi i ^ i a a j ra v v ra-F 

g Rn R 47fi 707 

( KECAMATAN KOTA BARAT KEI IIRAHAN Pll Oi ODAA 
i\ti L W r a / x r i r X l v r 1 l _ V F U X J L F F X F X 

ADMINISTRASI - PFNOAWAS 
F X L F I V I 1 I ¥ U 1 l a r a J l r t l v a J r a V V r X J 

q Rn R A7fi TITi 

7 KECAMATAN KOTA BARAT 
• a k ftyraiT i ra i ra i a laa-y 1 ' 1 w *• i ra i 

KELURAHAN BULIIDE 
la^f t f tF i i ra i i r a i a ft* vy ft 11 xy a_ 

ADMINISTRASI - PENGAWAS 
rafcF 1 a 111 a 1 -F • i ara-Fi t ^ i a aF ' » a w ra.-/ 

9 RD 3 4 7 6 707 
1 • ft/ iF g^T t \yg r XJ § 

t KECAMATAN KOTA BARAT KELURAHAN TENILO 
iaft_bftyiarai i r a i a i ftiiatbaF 

ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rn 3 476 707 
1 11F -F g^ / XJg g XJ r 

c KECAMATAN KOTA BARAT 
•af t-XeraiTira i r a i a la V F I ' » XJi *< a r a i 

KELURAHAN MOLOSIFATW 
l a^ f t i f tF iara l I r a l a 1 V 1 a-F L-aF-F11 r a 1 av 

ADMINISTRASI - PENGAWAS 
raftF 1V1 • 1 a la/ i i ara-F i i ^ i a x j i \ a w ra - F 

9 Ro 3 476 707 

10 KECAMATAN KOTA BARAT 
i a L. x j F a l T I r a 1 r X I a laVF P r a LFra i a r a 1 

KECAMATAN BULADIJ 
la L_ V—ra 1 V 1 r a 1 r a I a XJ \y L_ra L F ftF 

ADMINISTRASI - PENGAWAS 
ra ftF l a i i i a i a / i i ara-/1 i ^ i a aF r i a v r a - / 

9 Rn 3 476 707 

11 IfFrAMATAN tfDTA RARAT 
l \ d . F X I V I M 1 r A l ¥ TEKJ \ r\ D/ArarX 1 

KFrAMATAN KOTA RARAT 
[\LV. rMVI /X 1 AXIa l a w 1 r a D/Xra /X 1 

ADMINÎ TRA^ Î - PFNrAWA<s 
r X U I V I I I a l J 1 l a r X j i r L l a V j r a V V r X j 

Q 
o 

Rn ^ rOR SR5 

17 KFrAMATAN KOTA RARAT 
i vC laJXIVI rX 1 r X I ¥ I \ V F 1 AX DAXrarX 1 

KFI IIRAHAN DFMRF 1 AnMINKTIiA<;i - PFNCAWA^ 
/ X U I V M I ¥ U 1 l a r X j l r L l a V j r X V V r X j 

fi o Rn 7 Sn^ 711 

11 KFrAMATAN KOTA RARAT 
iVCViJXIVlAX 1 rX lx I \ V F 1 AX DAXraAX 1 

KFI IIRAHAN 1 FKORAI O i \ L L u r \ F x r i A x i ¥ L L I \ U D / X L V F ADMINISTRASI - PFNOAWAS 
rXL/IVi 11¥ 1 J 1 l a r X J I r L l a V J r X V V r X J 

g Rn 7 Sni 713 

lit KFrAMATAN KOTA RARAT 
IXtV-AXIVlAX 1 AXI¥ l\\J 1 AX OAXraAX 1 

KFI IIRAHAN Pll OI OPIAA 
f a u L U ra rXn/X ix r 1 L w L w U / a r a 

ADMINISTRASI - PFNOAWAS 
rXL/IVI 1 l a 1 J 1 l a r X J l i L l a w r a V W r X J 

Q O Rn 7 SOR 71 a 
rvu A. fjxj o g A. X— 

1 •; KFrAMATAN KOTA RARAT 
^tlft>XlVlAX 1 AXlX rx\J \ AX DAXrXH 1 

KFI 1IRAHAN Rl II IIHF ADMINISTRASI - PFNfiAWAS 
rXL/ iV I I laU 1 l a r a J l r C 1 a v j r a V V r X J 

Q o Rn 7 Sni 713 

11) KECAMATAN KOTA RARAT 
r a ^ X i F X i V i r x 1 FXIV laa-F 1 r a U r a i a r a I 

KELURAHAN TENILO 
l a ^ f t V F i a r a i I r a l a 1 ̂  1 a i k V F 

ADMINISTRASI - PENGAWAS 
r a ftF i v i i i a i - F i i ara—11 i ^ i axFra a a ra—/ 

8 RD 2 5 0 3 213 
I * fF ft- / -F XJ -F f X— X- ̂ Jl 

17 KFrAMATAN KOI A RARAT 
laC^AXIVlAX 1 AXIv l\VF 1 AX DAXraAX 1 

KELURAHAN MOLOSIFATW 
l \ L L U r \ / X n r X I ¥ I V I V F L W J l • rX 1 V V 

ADMINISTRASI - PENGAWAS 
r a LF i v i i i a i - / i i ara-/i i ^ i a xj r a a a r a -F 

8 Rn 2 S03 2l3 
rV[J ft-;-Jft/J;ft-.i.J 

18 KECAMATAN K01A BARAT 
IXtVAXIVlAX 1 AXl¥ l \ V F 1 AX DAXraAX 1 

KECAMATAN BULADU 
l a ^ ^ j F a i T I r a i r a i a i_>x/ L F - I L F X7 

ADMINISTRASI - PELAKSANA 
raVF1 a 11T a 1 -F • • ara.FP i ft- ft-raia-/rai a r a 

8 Rn 2 503 213 
Iftft/ Xa gmJXJ aj gA. Aag 

19 KECAMATAN KOI A BARAT 
laL* V»Fal V I r a I r X I a la V F I r a u l r X i a r x 1 

KECAMATAN KOTA BARAT 
l a ^ ^ r a i a i r a i r a i a laa-F i r a xjrai a ra i 

ADMINISTRASI - PELAKSANA 
raftF l a • 11 a i—/ i lara—/i i ^ a-raix—/rai a r a 

7 Rn 1 697 724 
• »fF ^ fXJ mj W g f 

711 
XM 

KFrAMATAN KOTA RARAT 
I \ C X . . F X I V I A X 1 AXI¥ i\v/ 1 AX DAXiaAX 1 

KFrAMATAN KOTA RARAT 
r v L U r X i V l r X 1 rX Ia f\\J 1 r a DrXra/a 1 

ADMINISTRASI - PEI AKSANA 
rXL/IVI 1 l ¥ l J 1 I\rXJ l r L U r a l x J r X I ¥ r X 

Rn 1 S77 R64 
np Xgji 1 ,au*v 

21 KFrAMATAN KOT A RARAT 
IxtVyAXIVlAX 1 AXI¥ l\v/ ' AX DAXraAX 1 

KFI IIRAHAN DFMRE 1 
I \ L U U rVrXr i rXIa U L I V I D L 1 

ADMINISTRASI - PELAKSANA 
r a ft/1 a i 11 a 1 -/ 1 i ara-/i i •_ i—ra la —/ra i a r a 

6 Rn 1 577 864 

77 X/. KFrAMATAN KOTA RARAT IVCwMVIM I H l ¥ rx\J \ H DAxrxM 1 KFI I IRAHAN I FKORAI O ADMINISTRASI - PFI AKSANA D Rn 1 S77 Rfi4 
rvp X , J / / gO\j*\ 

77 X.i KFrAMATAN KOI A RARAT IVCX^MIViM 1 M i x r>\J \ AX DAxixAx \ KFI 1 IRAHAN Pll OI OOAA ADMINISTRASI - PFI AKSANA 
rXL/IVI 1 l a 1 J 1 l\/aJl r L L / a I \ J r X l ¥ r a 

f; o Rn 1 S77 Rfiid rvp Xgji / gO\j^ 

24 KECAMATAN KOTA BARAT 
l a ^ v r a i a i r a i r a i a l a x F i r a ftyrai ara i 

KELURAHAN BULIIDE 
l a k f t a F i a r a i t r a i a ft* xy ft • i *-r ft 

ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

215 KECAMATAN KOTA BARAT KELURAHAN TENILO ADMINISTRAS! - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

20 KECAMATAN KOI A BARAT KELURAHAN MOLOSIFATW ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

27 KECAMATAN KOTA BARAT KECAMATAN BULADU ADMINISTRASI PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

28 KECAMATAN KOTA BARAT KECAMATAN KOTA BARAT ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

2!) KECAMATAN KOTA BARAT KELURAHAN DEMBE 1 ADMINISTRASI - PELAKSANA S Rp 1,533,693| 

30 KECAMATAN KOTA BARAT KELURAHAN LEKOBALO ADMINISTRASI - PELAKSANA S Rp 1,S33,693 

LAMPIRAN 1.34 
PERATURAN WALI KCITA GORONTALO 
NOMOR 26 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA BARAT 

ND UNIT KERJA SUB UNIT KERJA JABATAN KELAS HARGA TPP 

1 (KECAMATAN KOTA BARAT IKECAMATAN KOTA BARAT PIMPINAN TINGGI 12 Rp 7,853,638 

# (KECAMATAN KOTA BARAT — IKECAMATAN KOTA BARAT ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR 11 Rp 3,514,663 

3 IKECAMATAN KOTA BARAT — IKECAMATAN KOTA BARAT ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 2,791,968 

4. (KECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN DEMBE | ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

£ IKECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN LEKOBALO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

&€ IKECAMATAN KOTA BARAT — |KELURAHAN PILOLODAA ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

7 IKECAMATAN KOTA BARAT — |KELURAHAN BULIIDE ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

& (KECAMATAN KOTA BARAT — |KELURAHAN TENILO ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

S IKECAMATAN KOTA BARAT — |KELURAHAN MOLOSIFAT W ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

10 IKECAMATAN KOTA BARAT — IKECAMATAN BULADU ADMINISTRASI - PENGAWAS 9 Rp 3,476,707 

1l IKECAMATAN KOTA BARAT — (KECAMATAN KOTA BARAT ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 3,028,582 

12 IKECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN DEMBE | ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

13 IKECAMATAN KOTA BARAT — KELURAHAN LEKOBALO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

1 IKECAMATAN KOTA BARAT — JKELURAHAN PILOLODAA ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

15 (KECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN BULIIDE ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

15 IKECAMATAN KOTA BARAT — IKELURAHAN TENILO ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

17 IKECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN MOLOSIFAT W ADMINISTRASI - PENGAWAS 8 Rp 2,503,213 

18 IKECAMATAN KOTA BARAT — (KECAMATAN BULADU ADMINISTRASI - PELAKSANA 8 Rp 2,503,213 

19 IKECAMATAN KOTA BARAT (KECAMATAN KOTA BARAT ADMINISTRASI - PELAKSANA 7 Rp 1,697,724 

2) (KECAMATAN KOTA BARAT — (KECAMATAN KOTA BARAT ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

21 (KECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN DEMBE | ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

2! IKECAMATAN KOTA BARAT (KELURAHAN LEKOBALO ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

23 IKECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN PILOLODAA ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

an KECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN BULIIDE ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

25 IKECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN TENILO ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

26 IKECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN MOLOSIFAT W ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

2! IKECAMATAN KOTA BARAT — (KECAMATAN BULADU ADMINISTRASI - PELAKSANA 6 Rp 1,577,864 

28 IKECAMATAN KOTA BARAT |KECAMATAN KOTA BARAT ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

29 (KECAMATAN KOTA BARAT — |KELURAHAN DEMBE | ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

30 IKECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN LEKOBALO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

4 



31 KECAMATAN KOTA BARAT KELURAHAN PILOLODAA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,69 3 

•12 KECAMATAN KOTA BARAT KELURAHAN BULIIDE ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,69 3 

33 KECAMATAN KOTA BARAT KELURAHAN TENILO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

34 KECAMATAN KOTA BARAT KELURAHAN MOLOSIFATW ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,69^ 

;15 KECAMATAN KOTA BARAT KECAMATAN BULADU ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,69^ 

ADHAN DAMBEA 

31 IKECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN PILOLODAA ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

32 IKECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN BULIIDE ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

53 (KECAMATAN KOTA BARAT — |KELURAHAN TENILO ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

54 IKECAMATAN KOTA BARAT — (KELURAHAN MOLOSIFAT W ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,533,693 

#5 IKECAMATAN KOTA BARAT” (KECAMATAN BULADU ADMINISTRASI - PELAKSANA 5 Rp 1,535,60h 

(4 WALI KOTA GORONTALO, 
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